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GUBERNUR GORONTALO

PERATURANDAERAHPROVINSIGORONTALO
NOMOR 7! TAHUN2019

TENTANG

RENCANAUMUMENERGI DAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNURPROVINSIGORONTALO,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Rencana
Umum Energi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
4746);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang
Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 17);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2014 ten tang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300);



7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 11);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017
tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIGORONTALO

Dan

Menetapkan

GUBERNURGORONTALO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI
DAERAH.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provisi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang



berkedudukan sebagai unsur penye1enggara Pemerintahan
Daerah.

4. Gubemur adalah Gubemur Gorontalo;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi

Gorontalo yang menangani bidang energi.
6. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang

dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan
elektromagnetika;

7. Energi Baru adalah semua jenis Energi yang berasal dari atau
dihasilkan dari teknologi baru pengolahan sumber Energi
tidak terbarukan dan sumber Energi terbarukan;

8. Energi Terbarukan adalah energi yang berasal atau dihasilkan
dari sumber energi terbarukan;

9. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan
Energi baik dari sumber Energi tidak terbarukan maupun
sumber Energi terbarukan, baik secara langsung maupun
melalui proses konversi atau transformasi;

10.Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat
dimanfaatkan, baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai
Energi;

11.Sumber Energi Baru adalah Sumber Energi yang dapat
dihasilkan oleh atau dari teknologi baru baik yang berasal dari
Sumber Energi terbarukan maupun Sumber Energi tak
terbarukan;

12.Sumber Energi Terbarukan adalah Sumber Energi yang
dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang dapat diperbaharui
dan berke1anjutan;

13.Sumber Energi Tak Terbarukan adalah Sumber Energi yang
dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang akan habis jika
dieksploitasi secara terus-menerus;

14.Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan
terpadu guna me1estarikan sumber daya energi dalam negeri
serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya

15.Kebijakan Energi Nasional yang se1anjutnya disingkat KEN
adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan
prinsip berkeadilan, berke1anjutan, dan berwawasan
lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan
ketahanan energi nasional.

16.Kebijakan Energi Daerah Provinsi Gorontalo adalah kebijakan
pengelolaan energi yang mengarah pada ketersediaan energi
untuk kebutuhan daerah, Konservasi energi, konservasi



sumber daya energi dan diversifikasi energi, dan Kelembagaan
dan pendanaan

17.Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat
RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana
pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan
penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi
Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran
Kebijakan Energi Nasional.

18.Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya
disingkat RUED-P adalah kebijakan Pemerintah Provinsi
Gorontalo mengenai rencana pengelolaan energi tingkat
provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana
pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk
mencapai sasaran RUEN.

Pasa12

RUED-P dibuat berdasarkan asas:
a. asas kemanfaafan;
b. asas efisiensi berkeadilan;
c. asas peningkatan nilai tambah;
d. as as keberlanjutan;
e. as as kesejahteraan masyarakat;
f. asas pelestarian fungsi lingkungan hidup;
g. asas ketahanan nasional;
h. asas keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan daerah;
i. asas partisipasi;dan
j. asas transparansi dan akuntabilitas.

Pasal3

Arah kebijakan energi daerah Provinsi Gorontalo yaitu :
a. ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah;
b. konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan

diversifikasi energi;dan
c. kelembagaan dan pendanaan.



Pasa14

(1) Sistematika RUED-P memuat:
a. Pendahuluan;
b. Kondisi energi daerah saat ini dan ekspektasi masa
mendatang;

c. Visi, misi, tujuan dan sasaran energi Daerah;
d. Kebijakan dan strategi pengelolaan energi Daerah; dan
e. Penutup.

(2)Ruang lingkup RUED-Psebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

(3)Penjabaran kebijakan dan strategi pengelolaan energi
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan
lebih lanjut dalam matrik program RUED-P sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

(4)RUED-P sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh
Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jangka waktu
sampai dengan Tahun 2050.

BABII

FUNGSI

Pasal5

(1) RUED-Pberfungsi sebagai rujukan:
a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan provinsi
dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;

b. penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
(RUKD)dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik
(RUPTL);dan

c. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;dan
d. kerjasama lintas sektoral.

(2)RUED-Pberfungsi sebagai pedoman bagi:
a. perangkat daerah untuk menyusun dokumen rencana
strategis;

b. perangkat daerah Provinsi dan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan koordinasi
perencanaan energi lintas sektor; dan

c. masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan daerah di bidang energi.



BABIII

PERANPEMERINTAHDANPERANMASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah

Pasa16

(1) Gubernur dan DPRD melakukan sosialisasi, pembinaan,
pengawasan, evaluasi, dan pengembangan RUED-P.

(2)Sosialisasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
pengembangan RUED-P sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang
energl.

(3)Sosialisasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
pengembangan terhadap pelaksanaan RUED-P sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)dilakukan secara terkoordinasi dengan
instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupatenjkota.

(4)Gubernur dapat membentuk kelembagaan non struktural
dalam pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pengawasan,
evaluasi, dan pengembangan RUED-P.

(5)Pembentukan kelembagaan non struktural serta Tata cara
pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi,
dan pengembangan RUED-P sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 7

Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok dapat
berperan dalam:
a. memberikan pendapat dan masukan dalam penyusunan

RVED-P;
b. pengawasan pe1aksanaan RUED-P; dan
c. pengembangan energi untuk kepentingan umum.

BABIV

KERJASAMAKELEMBAGAAN

Pasal8

(1) Gubemur dengan persetujuan DPRD dapat melakukan
keIjasama ke1embagaan dengan me1ibatkan instansi terkait



dalam implementasi kebijakan, strategi, dan program terkait
energi daerah.

(2) Instansi terkait yang terlibat dalam implementasi kebijakan,
strategi, dan program terkait energi daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1), terdiri dari:
a. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
c. Dewan Energi Nasional
d. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
e. BAPPEDA;
f. Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah;
g. Badan Penanaman Modal dan PTSP
h. Dinas yang menangani bidang Energi;
1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
J. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
k. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan

Informasi;
1. Dinas Pekerjaan Umum;
m. Dinas Koperasi UKMPerindustrian Perdagangan
n. SKPDTerkait;
o. PTPLN(Persero);
p. PT Pertamina (Persero)
q. Perbankan
r. Perguruan Tinggi NegerijSwasta
s. Asosiasij Swasta;
t. Lembaga Swadaya Masyarakat;
u. Tokoh Masyarakat;dan
v. Badan Usaha.

(3)Keterlibatan instansi terkait dalam implementasi kebijakan,
strategi, dan program terkait energi daerah sebagaimana
dimaksud ayat (2) diuraikan lebih lanjut dalam matrik
program RUED-P sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini

BABV
PENDANAAN

Pasa19
Sumber pendanaan pelaksanaan RUED-P terdiri dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.



BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) RUED-P dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara
berkala 5 (lima) tahun sekali.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis dan/atau
perubahan RUEN, RUED-P dapat dilakukan peninjauan
kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Goront?-lo
pada ~anggal 2:;; J,'ili 20~

00.... 00 DITANDA TANGANI SECARA j
IOiI: ELEKTRONIK OLEH :

RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2!, J~!li 2019
Plh.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

SYUKRI J .BOTUTIHE

LEMBARANDAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR...11.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (7/157/2019)



PENJELASAN

ATAS

PERATURANDAERAHPROVINSIGORONTALO

NOMOR 7 TAHUN2019

TENTANG

RENCANAUMUMENERGIDAERAH

1. UMUM
Ketersediaan energi yang cukup dan handal merupakan salah satu
prasyarat untuk menjamin pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
berkelanjutan. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) merupakan
kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana penge10laan energi
tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana
pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional (KEN)yang bersifat lintas sektor
untuk mencapai sasaran kebijakan energi nasional yang bertujuan
untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi.
Sebagai tindak lanjut RUEN yang merupakan amanat UU Nomor 30
Tahun 2007 tentang energi, maka diperlukan penyusunan Rencana
Umum Energi di tingkat provinsi. Hal terse but juga dijabarkan
dalam Peraturan Presiden NO.1 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti
dengan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 bahwa Pemerintah
Provinsi menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED)berdasarkan
RUEN yang harus mengakomodasi Kebijakan Pemerintah Provinsi
mengenai rencana pengelolaan energi dan merupakan penjabaran
rencana pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor
untuk mencapai sasaran kebijakan energi di tingkat Provinsi dengan
mengutamakan pemanfaatan energi setempat.
Guna mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang mengatur mengenai
energi tercantum dalam Pasal 12 ayat (3) point (e) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

II. PASALDEMI PASAL

Pasal1
Cukup jelas.

Pasal2 Ayat (1)

Hurufa

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah asas
dalam pengelolaan energi yang harus memenuhi kebutuhan
masyarakat.

Hurufb

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas
dalam penge10laan energi yang harus mencapai pemerataan



'" 10 '"

akses terhadap energi dengan harga yang ekonomis dan
terjangkau.

Hurufc

Yang dimaksud dengan "asas peningkatan nilai tambah" adalah
asas dalam penge101aan energi yang harus mencapai nilai
ekonomi yang optimal.

Hurufd

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah asas
dalam penge101aanenergi yang harus menjamin penyediaan dan
pemanfaatan energi untuk generasi sekarang dan yang akan
datang.

Hurufe

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan masyarakat"
adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapSl
kesejahteraan mayarakat yang sebesar-besarnya.

Huruff

Yang dimaksud dengan "asas pelestarian fungsi lingkungan
hidup" adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus
menjamin kualitas fungsi lingkungan yang lebih baik.

Hurufg

Yang dimaksud dengan "asas ketahanan nasional" adalah asas
dalam penge101aan energi yang harus mencapai kemampuan
nasional dalam pengelolaan energi.

Hurufh

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah asas
dalam pengelolaan energi yang harus mencapai pengelolaan
energi secara terpadu antar sektor

Hurufi

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah asas dalam
pengaturan pengelolaan dan pengusahaan sumber energi
dengan mensinergikan kepentingan antara rakyat, pemerintah
daerah dan pemerintah pusat

Hurufj

Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan akuntabilitas"
adalah asas dalam pengaturan pengelolaan dan pengusahaan
sumber energi yang pemanfaatan dan pengusahaannya harus
dilakukan secara terbuka dan bertanggungjawab.
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DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

APBN

APBD

Bappenas

Bappeda

BAU

BBM

BBN

BOE

BOPD

CPO

DME

EBT

EOR

ESCO

ESDM

GRK

GW

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Business as Usual

Kondisi tanpa adanya perubahan signifikan dari perilaku, teknologi,
ekonomi maupun kebijakan sehingga terjadi secara terus menerus
tanpa adanya perubahan yang berarti

Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Nabati

Barrel Oil Equivalent

Barrel Oil Per Day

Crude Palm Oil

Minyak kelapa sawit mentah yang berwarna kemerah-merahan yang

diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging

buah keiapa sawit

Dimethyl Ether

Senyawa eter yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti gas

alam, batubara dan biomasa yang memiliki sifat dan jenis seperti

layaknya LPG

Energi Baru dan Terbarukan

Enhanced Oil Recovery

Metode untuk meningkatkan cadangan minyak pada suatu sumur

dengan cara mengangkat volume minyak yang sebelumnya tidak

dapat diproduksi

Energy Service Company

Energi dan Sumber Daya Mineral

Gas Rumah Kaca

Gigawatt

6



GWh Gigawatt-Hours

1MB Izin Mendirikan Bangunan

KEN Kebijakan Energi Nasional

kW Kilowatt

kWh Kilowatt hour

LED Light-Emitting Diode

LNG Liquefied Natural Gas

LPG Liquefied Petroleum Gas

LRT Light Rail Transit

Kereta api ringan

MBOPD

MEPS

Migas

MRT

MTOE

MW

POB

PDRB

PLTA

PLTB

PLTD

PLTM

PLTMH

PLTP

PLTS

PLTU

POME

M Barrel Oil per Day (M merupakan huruf romawi yang berarti
satuan ribu)

Minimum Energy Peformance Standard

Minyak dan gas bumi

Mass Rapid Transit

Kereta api cepat terpadu

Million Ton Oil Equivalen

Megawatt

Produk Oomestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Pembangkit Listrik Tenaga Air

Domh"'I'"",Vlt I istrik Ten"'rta Rayu
I '-' .IULU .~n \. 1-1 1.1 • I o~ LJ

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro

De.n-oha •..•gl,it I iSh.;', Ta ....a"' ...•I\Ail"'''''hirl"
I IIIU'I n.lt. 1-1 til£"'\. ell ~d IVllr"l VI IUV

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Palm Oil Mill Effulent
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RENJA

RPJMD

RPJPD

RKPD

RRR

RTRW

RUED-P

RUEN

RUKN

RUPTL

SBM

TCF

TOE

Limbah cair dari kelapa sawit yang berasal dari pemurnian minyak
mentah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit
Iistrik biogas

Rencana Kerja

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Reserve Replacement Ratio

Rasia penemuan cadangan terhadap jumlah produksi

Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Umum Energi Daerah-Provinsi

Rencana Umum Energi Nasional

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Setara Barel Minyak

Trillion Cubic Feet

Ton Oil Equivalent
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketersediaan energi yang cukup dan handal merupakan salah satu prasyarat untuk

menjamin pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Rencana Umum Energi

Nasional (RUEN) merupakan kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana

pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana

pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang bersifat lintas sektor untuk mencapai

sasaran kebijakan energi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan

kemandirian energi. Ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan

energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka

panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Sedangkan kemandirian energi adaiah terjaminnya ketersediaan energi dengan

memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber daya dalam negeri.

Sebagai tindak lanjut RUEN yang merupakan amanat UU Nomor 30 Tahun 2007, maka

diperiukan penyusunan Rencana Urnurn Energi di tingkat provinsi. Hal tersebut juga

dijabarkan dalam Peraturan Presiden NO.1 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan

Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 bahwa Pemerintah Provinsi menyusun Rencana

Umum Energi Daerah (RUED) berdasarkan RUEN yang harus mengakomodasi

Kebijakan Pemerintah Provinsi mengenai rencana pengelolaan energi dan merupakan

penjabaran rencana pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor untuk

mencapai sasaran kebijakan energi di tingkat Provinsi dengan mengutamakan

pemanfaatan energi setempat.

Manajemen energi untuk mengetahui permintaan dan penyediaan energi daerah perlu

dibuat sedini mungkin agar terjadinya krisis energi akibat ketidakseimbangan antara

permintaan dan penyediaan energi mampu diantisipasi. Adanya hal tersebut maka

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo melalui saPD terkait perlu menyusun RUED

(Rencana Umum Energi Daerah) yang bertujuan untuk melaporkan kebutuhan akan
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permintaan energi serta ketersediaan energi di alam untuk masa kini dan masa

mendalang. Sehingga apabila krisis energi benar terjadi maka Pemerintah Daerah

Provinsi Gorontalo mampu mengantisipasinya semaksimal mungkin agar kebutuhan

energi bagi masyarakat tetap terjaga di masa kini dan mendatang. Pengelolaan energi

pada masa kini tentunya harus dibuat secara sistemik dan terperinci sehingga di masa

mendatang suatu daerah tidak perlu melakukan impor energi artinya perlu dilakukan

adanya kemandirian energi dan ketahanan energi pada suatu daerah agar dapat tetap

memenuhi kebutuhan energi bagi seluruh masyarakatnya.

Provinsi Gorontalo sebagai provinsi yang memiliki wilayah yang menempati sebagian

kawasan utara Pulau Sulawesi dengan berbagai karakteristik wilayah, mulai dari wilayah

pesisir sampai dengan wilayah pegunungan, dimana beberapa wilayah di provinsi ini

memiliki daya tarik bagi investor untuk berinventasi di sektor industri dan komersial.

Dengan demikian adanya berbagai industri memberikan berdampak bagi pertumbuhan

ekonomi yang diikuti dengan pertambahan penduduk. Kondisi tersebut dapat

memberikan pengaruhnya terhadap kebutuhan energi baik saat ini maupun di masa

mendatang.

Pemenuhan energi di wilayah Provinsi Gorontalo saat ini belum sepenuhnya merata

khususnya di beberapa kabupaten. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih adanya

masyarakat miskin (mencapai 18,32 %). Selain itu, faktor infrastruktur distribusi energi

yang belum merata menjadi permasalahan keenergian yang dihadapi oleh provinsi inL

RUED Provinsi Gorontalo ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi sistem penge!olaan

energi daerah yang integral dalam mengatasi permasalahan dan tantangan energi dalam

rangka menuju ketahanan dan kemandirian energi di Provinsi Gorontalo.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang penyusunan RUED Provinsi Gorontalo antara lain adalah:

1. Penyusunan data penyediaan dan permintaan energi di Provinsi Gorontalo

berdasarkan data tahun dasar 2015 dan tahun akhir kajian hingga tahun akhir 2050;

2. Penyusunan RUED Provinsi Gorontalo menggunakan asumsi PDRB yang optimis

dengan memperhatikan rencana pembangunan dan pengembangan daerah;

10



3. Penyusunan RUED Provinsi Gorontalo mengacu pada target Kebijakan Energi

Nasionai yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan energi daerah;

4. Konsumsi energi final akan berkurang dengan menerapkan program konservasi dan

efisiensi energi;

5. Penyusunan RUED Provinsi Gorontalo menggunakan data dasar dari BPS

Indonesia, BPS Provinsi Gorontalo, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo, PT Pertamina, BPH

Migas, PT PLN, Bappenas, Bappeda Provinsi Gorontalo, serta pihak-pihak lain;

6. Penyusunan RUED Provinsi Gorontalo memperoleh masukan dari Focus Group

Discussion (FGD) yang dilaksanakan di daerah yang melibatkan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) terkait;

7. Proyeksi pemodelan kebutuhan dan penyediaan energi Gorontalo di dalam dokumen

RUED-P menggunakan software Long Range Energy Alternative Planning (LEAP).

1.3 Aspek Regulasi

Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Gorontalo ini dilandasi aspek

regulasi, perizinan, dan perundang-undangan yang terkait energi, di antaranya:

1. UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang di dalamnya memuat;

a. Pasal 18 ayat (1): "Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Energi

Daerah dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)"

b. Pasal18 ayat (2): "Rencana Umum Energi Daerah, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah."

2. UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;

3. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;

5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;

6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 20'17 tentang Rencana Umum Energi Nasionai;

yang didalamnya memuat Pasal 2 ayat (3b): RUEN sebagai pedoman Pemerintah

Provinsi untuk penyusunan RUED-P.
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7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan

Berkeianjutan/TPB;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025;

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017.

1.4 Posisi dan Keterkaitan RUEN, RUED dengan Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Daerah

Posisi dan keterkaitan RUEN, RUED dan Perencanaan pembangunan dalam hal ini

dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. RUED Provinsi merupakan penjabaran dari RUEN yang mengakomodasi potensi dan

permasalahan energi yang ada di tingkat provinsi. RUEN menggunakan pendekatan

yang bersifat Top Down, dimana program dan kebijakan energi yang bersifat nasional,

harus diikuti dan dijabarkan oleh Pemerintah Provinsi dan menjadi rujukan dalam

perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan RUED dikembangkan dengan

melibatkan proses Bottom Up menyangkut usulan pembangunan energi dari tingkat

bawah (masyarakat) ditindaklanjuti ditingkat Provinsi yang pada akhirnya menjadi

masukan bagi pemutahiran RUEN.

b. Keterkaitan RTRW dan RUED Provinsi, dalam hal ini muatan program dan kebijakan

energi yang tertuang dalam RTRW yang mengakomodasi potensi energi dan jaringan

infrastruktur energi yang direncanakan sampai dengan Tahun 2030 (RTRW Provinsi
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Gorontalo Tahun 2010-2030) dan kemudian periode berikutnya mengikuti rencana

yang tertuang dalarTl RUED Provinsi Gorontalo hingga tahun 2050.

Keterkaitan RUEN, RUED dan Perencanaan Lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan

1.2.

Diolah dari:
Perpres 22/2017 tenlang RUEN

RUJUKAN 1. Dokumen Perencanaan Pusat
dan Daerah (RP1P,RPJMN.
RKP, RPJPD, RPJMDI.

2. RUKN dan RUPTL,
3. APBN dan APBD.

L Rcnstra Kcmenterian,
2. RUED Provinsi,
3. Koordinasi percncanaan
energi liotas sektor
(Kementerian dan Pemda,

4. Partisipasi masyarakat dalam
pembangunan nasional
bidang energi.

no...••.••.••"ho...••.•"•.".ve•......I.•..•.•:+.•.••..•DIIC"I Dllcn ..I.•.••..•p.........••.........•.......•....•...I ...•:•..•...,......"...., _ r" L&O.no. LOll .'VI-."', .'VI-IJ UOII &0.&011"'011001 •••••01111.,)'0 - ,

(RPJMD& I
l RPJPD )

(lRTRW

l__RP_I_P _r~ l RUKD I
)

Gambar 1.2 Keterkaitan RUEN, RUED dan Perencanaan lainnya - 2

Sumber: Dewan Energi Nasional
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Penyusunan RUED-P memperolah masukan dari dokumen perencanaan daerah yang

sudah ada sebelumnya, seperti RPJMD/RPJPD, RPIP, RUKD, RTRW dan dokumen

perencanaan lainnya. Mengingat perencanaan RUED-P dari tahun 2018-2050,

seianjutnya dokurnen RUED-P akan rnenjadi acuan untuk penyusunan dokurnen daerah

di masa mendatang.

1.5 Tahapan Penyusunan Rued Provinsi Gorontalo

Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Gorontalo disusun oleh Tim Lintas OPD

yang dibentuk melalui SK Gubernur Gorontalo tentang Pernbentukan Tim Penyusunan

Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Gorontalo. Tim lintas OPD dikoordinasikan dan

difasilitasi oleh Dinas ESDM yang beranggotakan Bappeda, OPD terkait, BPS Daerah,

BUMN Energi, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.

Dalam penyusunan RUED-P Gorontalo, Tim Iintas OPD daerah didampingi oleh Dewan

Energi Nasional, Kementerian ESDM dan Tim Pembinaan Penyusunan RUED-P

(P2RUED-P).

Tahapan penyusunan RUED-P Gorontalo dapat digambarkan sebagai berikut:

rancangan
Perda RUED.P .

, .Proses:'
penetapan
. RUED.P..

, Keblltllhan energi,
'PenyeiHaan -.; '.'
ehergi, :' .

, Skenario energi
..daerah,
"Analisis hasi! •.....
p"'lilJuel<lll, , '

• Korisolidasi hasH.
. tim teknis daerah.

Pengumpulan dan
Pengol~hanRata

SKPD.

'. Pembentukan Tim
'. UntasSekt&di 'Data dan
. daerah" <>. + ."lnformasiUl11um,"
'.18en.,:trr.i.k..a:>i ko.....n...d...'...:>.'" .....~:'pa,~¥'en~fgj'.energi daerahdan daerah. .>
base line data' "<.'
RUEN",/

., Koordinasi !intas .
'~ekt6iai antar

Gambar 1.3 Tahapan Penyusunan RUED-P
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1. Tahap persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal yang penting bagi pemerintah daerah

dalam persiapan RUED-P. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi

pembentukan tim sesuai Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan

Tim Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Gorontalo, untuk

memudahkan koordinasi Iintas sektoral antar SKPD. Selain itu, pada tahap ini

data RUEN.

2. Pengumpulan dan pengolahan data

Tahap pengumpulan data membutuhkan waktu cukup panjang. Data yang

digunakan dalam penyusunan RUED-P Gorontalo ini merupakan data sekunder

yang diperoleh dan diolah dari berbagai instansi seperti Badan Pusat Statistik

{BPS\ Pert~min~ 01 1\1 rlan berb~gai inst~nci daorah lainn\la Qobin I'tlI\ j, '\,\"Al'l 1'-', I 1-1", V I • '-A I II '-'CoiIIVI ,""I II • I IIJ • \.,,;'""1'-'11 ••••..•,

dilakukan kajian terhadap dokumen-dokumen strategis lainnya seperti RPJMN,

RPJMD, RPJPD, RTRW, Renstra, RAD-GRK Provinsi Gorontalo, dan berbagai

dokumen pendukung lainnya seperti aturan-aturan terkait energi baik di tingkat

pusat maupun daerah. Sebagai tambahan, dilakukan kajian literatur lainnya

untuk melengkapi data yang diperlukan.

3. Pemodelan/Proyeksi/ Analisis Hasil Pemodelan

Pemodelan dalam RUED-P dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan

penyediaan energi daerah di masa mendatang. Pemodelan menggunakan

baseline 2015 dengan asumsi hingga 2050 sesuai dengan skenario RUED. Hasil
\/"-lnrt rlinoroloh I/ornllrli~n rlian':llisa unh 11/rnornhant" tim rI~l<:lrn rnOn\lllSlln
'yUI'~ V1t-'VI 1"-'1 "VI I I\.AUJt.AI' "". I Oil IILur, 111"""'lllfJ Il.U 1.1 II '-AUIUtIS III.....,IIYU UI'

program kegiatan.

4. Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan dilakukan setelah hasH pemodelan/proyeksi selesai

dikerjakan. Pada tahap ini dilakukan perumusan kebijakan dan tata kelola energi

di Provinsi Gorontalo yang disinkronkan dengan kebijakan Pusat meliputi visi,

mici tlliU<:ln Cas'.:Ir<:lnS0rt':l ctr':ltoni rI':l.n'.:Irahnonrtomh~nn~n ponrtall"\l'.:I'.:Inanorrti
• Iv., \.Uj L4I', v LAI \"A, ,""I Lf,.A vl.l LA.L""'::::t1 UUI I \"AI I I ""'-"1 I~VIII""'UlI I~LAI I '-"I 1::1""".'-"'I •.....•.\.A1 I '-"11'-"1 ~I
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di Provinsi Gorontalo. Kebijakan yang tertuang di dalam RUED-P diantaranya

rneiiputi roadmap pengembangan infrastruktur energi dan pendanaan yang

dibutuhkan untuk mencapai target yang ditetapkan.

5. Penyusunan Dokumen RUED-P

Pada tahap ini dilakukan penyusunan dokumen RUED-P yang berisi narasi, dan

matrik program kegiatan dengan menyinkronkan terlebih dahulu dengan target

yang terdapat di dalam RUEN.

6. Finalisasi Dokumen RUED-P

Pada tahap ini, dilakukan rapat dengan para pemangku kepentingan terkait dan

didampingi oleh tim P2RUED-P untuk mendapat masukan terkait naskah RUED-

P dan rancangan Perda RUED-P yang telah disusun. Masukan-masukan yang

diperoleh dalam pertemuan tersebut diakomodir untuk penyempurnaan

Dokumen RUED-P Gorontalo yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan

Daerah.

1.6 Sistematika Penulisan RUED

Sistematika penulisan RUED-P disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1Tahun

2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana umum Energi Nasional yang didalamnya

terkandung pedoman teknis.
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Tabel 1.1. Sistematika RUED Provinsi Gorontalo

BAS KETERANGAN
Bab I Pendahuluan

Bab II Kondisi Energi Daerah

Saat Ini dan Masa

Mendatang

Bab III Visi, Misi, Tujuan &

Sasaran Pengelolaan

Energi Daerah

Bab IV Kebijakan dan Strategi

Pengelolaan Energi

Daerah

SUSSTANSI
Latar Belakang, Ruang Lingkup, Aspek

Regulasi, Posisi dan Keterkaitan RUEN,

RUED-P dengan Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Daerah,

Tahapan Penyusunan RUED Provinsi

Gorontalo serta Sistematika Penulisan

RUED-P

Isu dan Permasalahan Energi, Kondisi I

Energi Daerah Saat Ini dan Kondisi Energi

Daerah di Masa Mendatang

Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

yang terdapat di dalam RUED-P

Kebijakan Energi Daerah, Strategi Energi

Daerah, Kelembagaan Energi Daerah dan

Instrumen Kebijakan Energi Daerah
----_ _ _._---_ .._--_ .._--~.~_._ _._ - _._ __ ._._---~-~_ - _ __ ._ .._-_ .. _ __ .~--_._--_ _ .._---
Bab V Penutup Kesimpulan
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BAB II

KONOISI ENERGI DAERAH DAN
EKSPEKTASI 01 MASA MENOATANG

2.1 Isu dan Permasalahan Energi

Isu dan permasalahan energi baik di nasional maupun daerah Provinsi Gorontalo dapat

diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Isu dan Permasalahan Energi Nasional

Isu dan permasalahan energi nasional di yang diulas pada pada bagian ini merupakan

saduran langsung dari Lampiran Perpres No. 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum

Energi Nasional. Ulasan ini ditujukan untuk memberikan gambaran isu dan permasalahan

energi nasional baik langsung maupun tidak langsung ada kaitannya dengan isu,

permasalahan dan potensi solusi energi di Provinsi Gorontalo.

Konsumsi energi di Indonesia terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan industri dan

pertambahan penduduk. Dari sisi pasokan, saat ini bauran energi di Indonesia masih

didominasi oleh energi fosil khususnya rninyak bumi yang secara alami produksinya

mengalarni penurunan sehingga meningkatkan ketergantungan terhadap impor.

Berdasarkan RUEN pasokan energi primer di Indonesia mengalami peningkatan dari

176,3 MTOE di tahun 2013 menjadi 196,6 MTOE di tahun 2014. Beberapa permasalahan

atau tantangan pengernbangan energi dalam skala nasional antara lain sebagai berikut:

1. Sumber Daya Energi Masih Diperlakukan Sebagai Komoditas

Sumber daya energi saat ini masih menjadi komoditas andalan untuk penerimaan

negara, belum dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Contoh yang mudah

dianaiisa iaiah gas dan batubara. Saat in! indonesia masih meiakukan ekspor gas

bumi karena terikat dengan kewajiban kontrak jangka panjang dan tidak mudah untuk

dialihkan. Pendapatan atau devisa dari ekspor gas masih digunakan sebagai andalan

bagi penerimaan negara. Namun disisi lain pemanfaatan gas bumi dalam negeri

belum optimal karena terbatasnya infrastruktur gas dan penyerapan konsumsi gas

dalam negeri yang rendah. Akibatnya produksi gas yang melimpah disalurkan
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dengan ekspor dan menghasilkan devisa. Lebih lanjut hal ini menyebabkan multiplier

effect bagi ekonomi dalam negeri terutama pengembangan industri, penyerapan

tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah belum maksimal.

Hal demikian juga terjadi untuk komoditas batubara, Total produksi batubara nasional

pada tahun 2015 ialah 461,6 juta ton, namun pemanfaatan dalam negeri hanya

20,7% atau 95,8 juta ton dimana sebagian besar dimanfaatkan oleh pembangkit

berbagai negara. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara eksportir

batubara terbesar di dunia, padahal cadangan batubara Indonesia hanya 3,1% dad

cadangan dunia (BP Statistical Review of World Energi 2014). Tingginya ekspor

batubara mengindikasikan bahwa batubara masih menjadi sumber penghasil devisa.

Untuk mencapai tujuan RUEN dan KEN, produksi batubara perlu dikendalikan,

ekspornya dikurangi secara bertahap dan akan dihentikan serta pemanfaatan dalam
nager'lnya r1itingLr",tkan 8a"'ltU pUI,:> r1annan "as h, lrY'li\/':1n" ",Lr",n labl'h r1irY'lan.ra",tLr",nI'''''' I \..011\0111 ."u\,'\. II. v~\, IUU"""II~ ~ ....,ull •• lull~ul'ulllv IIUIIII .tIl u\.n.UII

untuk kebutuhan dalam negeri.

Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) menetapkan bahwa energi merupakan

tersebut belum sepenuhnya didukung dalam peraturan perundang-undangan yang

ada. Oleh karena itu, dalam RUEN dijabarkan berbagai program dan kegiatan untuk

benar-benar mewujudkan energi sebagai modal pembangunan melalui prioritas

alokasi energi sebagai bahan bakar pembangkit Iistrik dan sebagai bahan bakar atau

bahan baku industri yang mendukung peningkatan nilai tambah pembangunan

nasional.

2. Penurunan Produksi dan Gejolak Harga Minyak dan Gas Bumi

Produksi minyak di Indonesia telah dilakukan sejak dahulu dan Indonesia merupakan

salah satu negara produsen minyak tertua di dunia dengan cadangan yang relatif

kecil dibandingkan dengan kebutuhannya. Pada saat ini cadangan minyak bumi

terbukti di Indonesia hanya sekitar 0,2% dari cadangan dunia, yaitu berada di kisaran

3,6 miliar barel. Sejak tahun 1995 produksi minyak bumi Indonesia terus mengalami
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tahun 2015. Dalam 5 tahun terakhir, laju penemuan cadangan dibandingkan dengan

tingkat produksi atau Rasio Pemulihan Cadangan (Reserve Replacement

Ratio/RRR) hanya berkisar 65%. RRR ini tergolong rendah dibandingkan dengan

barel minyak, idealnya harus menemukan cadangan sebesar 1 barel juga.

Rendahnya RRR dan penurunan produksi minyak dan gas bumi disebabkan oleh

Soiumlah f'.:>i.-tor rlio::!nto::!ran\!'.:>renrlahn"o::! kogiat'.:>n okcnlnrasi mig'.:>c rl'.:>nronrl'.:>hn\/'.:>'-'J • I I lUI" •• , "-'<I1\.A • "\.,AI IIJU I II"'" II 'J""" \J • "lLAt. VI ,"""""'1\,,,1'1 I I." '-1 ""'••..•11 • ....,11"""""'1 ':J'-A

tingkat keberhasilan eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan minyak, minimnya

keterJibatan pemerintah langsung dalam kegiatan eksplorasi, maupun iklim investasi

migas yang kurang kondusif bagi pelaku usaha, seperti tumpang tindih lahan,

perizinan yang rumit, permasalahan tata ruang, dan masalah sosial. Selain itu

terdapat berbagai kendala teknis antara lain, penurunan cadangan yang terjadi

secara alami pada lapangan-Japangan yang sudah tua dan belum optimalnya

Japangan minyak tua di Indonesia.

Fenomena turunnya harga minyak dunia dalam 2 tahun terakhir tidak pernah

dinol"viravan soho'umn"'" ~ ol"'ondor"ngan h"'l"rla onorgl' \/"'ng sola" I moninrlkat
'P'-'II'\.II I'\. II v 1..1"-'1 III IYO. I"""",,",'VII ""' UII II I al~ v '"' lU I "-'I 1\..1 111""111 ~ \.

dalam sepuluh tahun terakhir berubah dengan menurunnya harga minyak, dari

sekitar US$ 100 per barel pada tahun 2014 menjadi di bawah US$ 35 per barel pada

akhir tahun 2015.

Kecenderungan rendahnya harga minyak dan gas bumi dunia diperkirakan akan

terus berJangsung hingga beberapa tahun mendatang. Hal ini disebabkan oleh

berlimpahnya pasokan akibat lonjakan produksi migas non-konvensional yaitu

minyak/gas serpih (shale oil/gas) di Amerika Serikat, disusul Tiongkok dan Argentina.

Sementara itu, pasokan gas dunia diperkirakan akan melimpah dengan adanya

penemuan-penemuan cadangan gas raksasa dunia (Rusia, Qatar, Iran, PNG,

Australia, dan lainnya) yang dapat menekan harga jual gas di pasar internasional.

Kelebihan pasokan energi tersebut akan membentuk keseimbangan pasar dan

struktur harga energi dunia yang dapat mempengaruhi kebijakan energi hampir

semua negara di dunia. Penurunan produksi migas domestik dan gejolak harga
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minyak dunia perlu disikapi dengan tepat dan hati-hatL Penurunan harga migas

menyebabkan pemerintah dapat mengurangi biaya impor dan mengendalikan harga

bahan bakar domestik. Walaupun demikian, menurunnya harga migas juga

disinsentif bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Dalam jangka menengah,

dampak dari rendahnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi adalah semakin

berkurangnya produksi migas nasional, yang dapat mengancam pencapaian tujuan

kemandirian energi nasional.

3. Akses dan Infrastruktur Energi Terbatas

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia merupakan

anugerah sekaligus tantangan dalam membangun infrastruktur energi dalam rangka

memenuhi kebutuhan energi secara handal dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu bagian dari infrastruktur energi yang vital dalam penyediaan dan distribusi

minyak dan gas yaitu kilang pengolahan minyak dan pipa transmisi. Keterbatasan

kapasitas kilang menyebabkan Indonesia mengalami ketergantungan dalam hal

impor minyak mentah dan 88M. Volume impor minyak mentah dan 88M cenderung

itu, transportasi gas ant':!!" nlol':!"
I ',"UI fJ\.,AIUU

\1-nnn
JVI'~

menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua belum

terintegrasi sepenuhnya, sehingga gas yang diproduksi tidak dapat langsung

didistribusikan ke pusat-pusat industri dan pembangkit listrik yang membutuhkan

pasokan gas dengan harga yang rasional. Kekurangan infrastruktur energi ini

menyebabkan terjadinya kelangkaan 88M dan LPG di sejumlah wilayah, terutama di

wi/ayah Tengah Indonesia. Di samping itu, adanya disparitas (perbedaan) harga
ono!"gi \fann C'.:lnnat tinngi antara P,oIa" 1'.:l\A/arlan nul';;>ll_nlda'l lainn\la momh'l,;;>t hi'::l\fa
"" •• ....,1 'Y""" '~ ,",\oAI'~ \, ,"III~ I "-AI \, I \.,A • ~I'-"'\.A U\.AVV"",, ••...••••••.•• ,.., ••..•..•u 1'-""".11 \,A I IIII.Y •• I\JIII...., ••..••\"A\. t•••nu..1\.A

aktivitas ekonomi menjadi tinggi.

Untuk sektor ketenagalistrikan juga masih membutuhkan banyak perbaikan dan

peningkatan. Saat ini transmisi listrik di masing-masing wilayah Sumater8,

Kalimantan, Sulawesi, dan Papua belum terintegrasi sepenuhnya. Sebagai dampak

belum terintegrasinya infrastruktur ini, rasio elektrifikasi nasional tahun 2015 baru

mencapai 88,5%, yang artinya masih ada sekitar 29,4 juta rumah tangga Indonesia
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belum mendapatkan akses listrik. Kapasitas terpasang per kapita Indonesia baru

mencapai sekitar 218 Watt per kapita, sementara konsumsi listrik per kapita

penduduk Indonesia tahun 2015 sebesar 910 kWh; kapasitas terpasang pembangkit

n",C'ional na..-lat':)h"n ')(\1 J:; hal"l' mcnr-anai Savital" J:;J:; ~\fli I Intuk ry,anr-':)p-=-ivonC'IIry,S"1'U~I I I tJ U "U'IU' ","v I v..., I U I 'v' IV tJ I \""1'\1 I VV •••••••••V v. \,..II " I IllvllVU '-AI''\. I IvUl1 t -

listrik sekitar 1.000 Watt per kapita, diperlukan tambahan kapasitas sekitar 200 GW

atau 4 kali total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia saat ini. Ketiadaan akses

listrik ini menyebabkan terhambatnya pembangunan wilayah dan pengembangan

potensi-potensi ekonomi (industri, pariwisata dll).

4. Ketergantungan Terhadap Impor 88M dan LPG

Sejak tahun 2004 Indonesia telah menjadi negara pengimpor minyak netto (net oil

importer). Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan minyak yang terus meningkat

sementara produksinya terus menurun. Peningkatan konsumsi minyak dalam negeri

merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk.

Peningkatan konsumsi 88M dalam negeri juga disebabkan po!a konsumsi yang

sangat boros atau tidak efisien, salah satunya karena pemakaian BBM yang

sebagian masih disubsidi. Borosnya konsumsi energi penduduk Indonesia tercermin

dari tingginya indikator elastisitas energi, yang merupakan perbandingan antara

pertumbuhan konsumsi energi dengan pertumbuhan ekonomi. Nilai ideal dari

elastisitas energi yaitu di bawah 1, namun elastisitas energi Indonesia dalam kurun

waktu 5 tahun terakhir (2010-2015) masih di atas 1.

Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya fasilitas kilang minyak yang tidak

mengalami penambahan secara signifikan sejak pembangunan kilang Balongan

pada tahun 1994; sehingga impor BBM terus meningkat. Saat ini terdapat tujuh kilang

PT. Pertamina (Persero) dan empat ki!ang non- PT. Pertamina (Persero) dengan

kemampuan produksi BBM sekitar 673 ribu BOPD.
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Tabel 2.1 Konsumsi BBM dan Produksi Kilang Tahun 2010-2015

2013 1.234 671 233 563.........• -.__ •..... __ ...._---- ... ,

201 1.339 673 266 666..- :.... . --.:. : -- I

2015 1.229 681 204 548
.•.__ " .

Sumber: Rencana Umum Energi Nasional - Satuan: Ribu BOPD

Keberhasilan program konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007-2010

menyebabkan konsumsi LPG dalam negeri naik cukup tajam. Namun, kapasitas

kilang LPG untuk pasokan dalam negeri terbatas. Akibatnya, sekitar 60%

konsumsi LPG domestik dipenuhi melalui impor. Salah satu upaya untuk

mengendalikan pertumbuhan konsumsi LPG adalah dengan meningkatkan

pemanfaatan gas alam di daerah perkotaan melalui ekspansi jaringan gas kota,

namun perkembangan dari upaya ini belum optimal.

5. Subsidi Energi Belurn Tepat Sasaran

Salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan EBT adalah dengan

mengalihkan subsidi yang semula dialokasikan untuk energi fosil menjadi subsidi

untuk EBT. Subsidi energi sangat membebani APBN. Oleh karenanya diterapkan

subsidi energi yang lebih berkeadilan. Dengan diterapkannya kebijakan penyesuaian

harga BBM dan Iistrik, maka pada tahun 2015 subsidi energi mengalami penurunan

menjadi Rp. 119,1 triliun dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 341,8 triliun.

Besarnya subsidi dipengaruhi oleh dinamika harga minyak dan LPG di dunia.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

il!I!!IIi!I Subsidi BBM dan LPG Realisasi 69.0 95.6 64.2 87.5 139,1 45.0 82.4 165.2 211.9 210.0 240.0 60.8
_ Subsidi Li,irik Realisasi 2.3 8.9 30.4 33.1 83.9 49.5 57.6 90.4 94.6 100.0 101.8 58.3

'-'-Subsidi Energi 71.3 104.4 94.6 120.6 223.0 94.6 140.0 255.6 306,5 310.0 341.8 119.1

Catatan:
1) Subsidi tahun 2004 s.d. 2014, sumber data realisasi subsidi LKPP.
2) Subsidi Tahun 2015, sumberdata Kemenkeu (unaudited).

Gambar 2.1 Subsidi Energi Tahun 2004-2015
Sumber: Rencana Umum Energi f'Jas;ona!

Selain jumlah subsidi yang masih relatiftinggi, alokasi dana subsidi juga masih belum

kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan pemilik kendaraan bermotor.

Kelompok masyarakat berpendapatan rendah justru hanya menikmati sebagian kecil

dari subsidi tersebut. Menanggapi permasalahan ini, di tahun 2015 secara bertahap

telah dilakukan perubahan kebijakan harga BBM dan listrik sehingga harga energi

mencerminkan keekonomian dan lebih berkeadilan. Kepentingan masyarakat kurang

mampu tetap terlindungi dengan adanya program bantuan sosial untuk kelompok

masyarakat miskin.

6. Pemanfaatan EST Masih Rendah

Sektor Energi Baru dan Terbarukan saat ini belum begitu berkembang di Indonesia.

Penyebab harga EBT belum kompetitif yaitu dampak pemberian subsidi untuk BBM

dan listrik yang berlangsung cukup lama serta masih mahalnya biaya dari sebagian

besar teknologi EBT. Akibatnya hingga tahun 2015 EBT masih kalah bersaing

dengan energi fosii. Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik Nasionai yang

masih belum memadai menyebabkan pengembangan dan pemanfaatan EBT masih



terkendala, tidak maksimal dan mengakibatkan ketergantungan yang besar pada

energi rasil.

Potensi EBT seperti panas bumi, air, bioenergi, sinar matahari dan angin/bayu sangat

melimpah di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia seluas 120 juta hektar memiliki

potensi sumber biomassa, energi air, dan panas bumi yang sangat besar. Pada tahun

2015 porsi EBT hanya sebesar 5% sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.2.

IIMinyak bumi

IIBatu bara

ilGas bumi

~ Energi baru dan terbarukan

Gambar 2.2 Bauran Energi Tahun 2015
Sumber: RencanaUmumEnergi Nasional

Pada tahun 2015 porsi EST dalam bauran energi nasional di sektor kelistrikan juga

relatif masih rendah, yaitu sebesar 10,5% dari total produksi. Sebagian besar energi

yang digunakan pada pembangkit Iistrik bersumber dari batubara sebesar 56,1%

kemudian diikuti oleh gas bumi sebesar 24,9% dan BBM sebesar 8,6% sebagaimana

dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini.
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EBT

Batubara

Gas

BBM*

2010
Catatan:
*) sudah termasuk BBN

2011 2012 2013 2014 2015

Gambar 2.3 Sauran Produksi Listrik Energi Tahun 2010-2015
Sumber: Rencana Umum Energi Nasional

Rendahnya pemanfaatan dan pengembangan EST pada pembangkit listrik disinyalir

terjadi karena berbagai permasalahan, diantaranya:

III

II

II

Insentif untuk pemanfaatan EST belum optimal;

Minimnya ketersediaan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan

investasi;

Proses perizinan yang relatif rumit dan memakan waktu yang cukup lama di

tingkat pusat atau daerah;

Permasaiahan lahan dan tata ruang.

Salah satu contoh terkait dengan permasalahan pemanfaatan potensi EST yaitu

pada pengembangan panas bumi. Potens; panas bumi di Indonesia adalah yang

terbesar di dunia dan telah dikembangkan sejak tahun 1972. Namun begitu

pemanfaatannya belum optimal karena seringkali terkendala dengan izin khusus dan

isu kelestarian hutan; hal ini disebabkan lokasi sumber panas bumi di Indonesia

umumnya terletak di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Kendala lainnya

yaitu risiko eksplorasi panas bumi yang masih tinggi, rasio keberhasilan pengeboran

(drilling success ratio) yang masih rendah, dan tingginya impor komponen fabrikasi
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khususnya komponen pembangkit dan fasilitas produksi.

7. PemanfaatanEnergi Belurn Efisien

Pemanfaatan energi yang belum efisien dapat dilihat dad indikator efisiensi

penggunaan energi yaitu intensitas energi nasional, sebesar 543 TOE/US$

(berdasarkan harga konstan tahun 2005) dan elastisitas energi rata-rata lebih dari 1

selama 5 tahun terakhir (tahun 2010-2015). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan

belum efisien ini diantaranya disebabkan oleh hal-hal berikut:

III Kewajiban konservasi energi yang diamanatkan dalam PP 70 tahun 2009 belum

dilaksanakan secara konsisten;

!I Ketersediaan standar dan label hemat energi belum mencakup seluruh peralatan

dan perangkat yang diwajibkan untuk hemat energi, dan belum optimalnya

pelaksanaan pemberian standar dan label hemat energi untuk produk-produk yang

beredar di pasar domestik (khususnya yang wajib hemat energi);

B Program restrukturisasi mesin atau peralatan industri dalam rangka meningkatkan

efisiensi energi oleh penggunaan teknologi belum dilaksanakan secara luas pada

industri 'Inrll'sh'i "an'"' I~han °no"g'l (sola',n inrlust.-j tolrC"til ""as lralri dan ....•ula\.Itl l. I"'"I \.lU UI Y I ~ IU fJ vi vi \..rJ IIIIU 'LII L'...tf'\.~ II, Gu l'\. .", l:::t j,

III Sistem transportasi massal belum secara luas diterapkan;

il Insentif untuk pelaksanaan efisiensi energi dan konservasi energi masih terbatas;

Ii Subsidi terhadap harga energi menjadi disinsentif bagi penghematan;

~ Selum konsistennya pelaksanaan disinsentif bagi pengguna energi yang tidak

melaksanakan efisiensi dan konservasi energi;

m Masih tingginya harga peralatan atau teknologi yang efisien atau hemat energi;

Q 80lum borialann\l~ l='nor"i Ser"ice r"mn':ln" {l=srrn di l'nduC'tri rl~n hr:>n"I,n':lnvi It "-' J I IIIIJU 1-1 '-' ~I VI ,-,"v IIt-'U 1 \'- """''-'}I I .,J I UUII iJUII~UIIUI.

komersial (ESCO merupakan usaha efisiensi energi dengan kontrak kinerja yang

menjamin penghematan biaya energi);

III Sistem monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan konservasi energi Iintas sektor

belum tersedia;

II Terbatasnya jumlah manajer dan auditor energi serta keterbatasan sumber daya

pelatih dan fasilitas pelatihannya;
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Paris pada bulan Desember tahun 2015 telah menyepakati Paris Agreement yang

rnenyalakan bahwa kenaikan suhu Burni harus dikendalikan rnenjadi kurang dar! 2°C.

Kesepakatan tersebut berlaku untuk semua negara dan mengikat secara hukum,

dengan prinsip Common but Differentiated Responsibilities (CBDR). Pemerintah

Indonesia telah menyampaikan Intended Nationally Determine Contribution (INDC)

kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

dimana dalam naskah tersebut Indonesia memberikan janji untuk menurunkan emisi

(yang umum diketahui sebagai usaha mitigasi) GRK sebesar 29% dibandingkan

Business as Usual (BAU) dan dengan tambahan 12% menjadi 41% dengan bantuan

internasional pada tahun 2030. Seiring dengan target pembatasan kenaikan

temperatur global di Paris Agreement ada kemungkinan besarnya penurunan emisi

GRK yang pernah disampaikan oleh Indonesia tahun 2015 lalu tidak cukup untuk

mencapai target nasional. Dengan kata lain, ada kemungkinan target mitigasi GRK

yang dijanjikan Indonesia perlu ditingkatkan. Dengan demikian penurunan emisi dari

sektor energi yang menjadi kontributor kedua emisi GRK (sete!ah tata-guna lahan

dan kehutanan) diharapkan lebih besar dari yang telah direncanakan.

KEN dan penjabarannya dalam RUEN menjadi sangat strategis untuk merespon

kecenderungan dan agenda-agenda global seperti yang tersebut di atas. KEN

mempunyai tujuan ganda yaitu percepatan pengembangan EBT sekaligus menekan

laju pertambahan emisi GRK dari penggunaan energi fosil. Konsistensi implementasi

pokok-pokok kebijakan dalam KEN yang dituangkan pada RUEN menjadi kunci

keberhasilan Indonesia meningkatkan ketersediaan dan akses energi (kemandirian

dan ketahanan energi), sekaligus membangun sistem energi yang rendah karbon.

2.1.2 Isu dan Permasalahan Energi Daerah

Isu dan permasalahan energi daerah yang ada di Provinsi Gorontalo sesuai dengan

karakteristik demografi dan topografi Provinsi Gorontalo dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan infrastuktur penyediaan dan distribusi energi

Bahan bakar minyak sebagai kebutuhan energi yang dominan di Provinsi Gorontalo

tidak didukung dengan infrastruktur pendukung yang memadai. Ketidakadaan

instalasi pengolahan dan penyimpanan yang mampu memberikan jaminan pasokan
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bahan bakar untuk kebutuhan bahan bakar minyak yang dikonsumsi di Provinsi

Goronialo.
Spr stly Islands tfhspVtetl,

Gambar 2.4 Pola distribusi bahan bakar minyak Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
Sumber: BPH-Migas.

Gambar 2.5 Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi Sistem Interkoneksi Sulawesi

Utara-Gorontalo-Gorontalo (Sulawesi bagian utara).

Sumber: RUPTL PT.PLN (Persero) Tahun 2018-2027.
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Sejalan dengan itu, sistem penyediaan tenaga listrik juga belum mampu merata.

Kondisi tersebut dapat dilihat berdasarkan tingkat capaian rasio elektrifikasi Provinsi

Gorontalo baru mencapai 79,18% sampai dengan akhir tahun 2015. Oisamping itu,

bohol"apa \A/il":>\1,,:>hdi pl"O\linSI" in; boll 'm tOI"J":::!ngk":>I, s,'stom intol"lr",novsi QUI:::!lA/oc;:i I 1t",1""'_
""....,...,. V'll UIU11 I I VIII 1111 \...,'U II "''''-'I _II I uu \,vll' 11',",,",1 l'\.VI ''''''' • '-' I_VV""'~I '-'LUI LA

Gorontalo yang menyebabkan masih adanya sistem isolated,

2. Ketergantungan bahan bakar minyak masih tinggi pada konsumsi energi final

Provinsi Goronta!o

Proposi bahan bakar minyak dalam konsumsi energi pad a Provinsi Gorontalo pada

tahun 2015 mencapai 184,46 ribu TOE atau setara dengan 73,34 % dari total

minyak masih mendominasi konsumsi energi masyarakat Provinsi Gorontalo. Oimana

pada sisi lainnya, penyediaan bahan bakar minyak ini ditopang dari wilayah lain

(kilang berada di Pulau Kalimantan). Permasalahan ini memunculkan kekhawatiran

akan jaminan pasokan dan ketahanan energi Provinsi Gorontalo.

3. Konsumsi bahan bakar minyak masih tinggi dalam penyediaan energi listrik

Penyediaan tenaga listrik di Provinsi Gorontalo, dimana beban puncak mencapai 81,9

MW pada tahun 2015, disuplai oleh pembangkit yang berada di Provinsi Gorontalo

dan Sistem Interkoneksi Sulawesi Utara-Gorontalo. Kondisi pembangkitan di provinsi

ini masih didominasi oleh pembangkit berbahan bakar 88M, PLTO, mencapai 63,08

% dari kapasitas total pembangkit di Provinsi Gorontalo.

Komposisi pembangkitan tenaga listrik sebagaimana telah disebutkan memberikan

permasalahan pada sisi biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang secara langsung

berimbas kepada harga jua! tenaga listrik. Dimana di sisi lain, harga beli pelanggan

tenaga listrik telah ditetapkan berdasarkan Tarif Tenaga Listrik PT. PLN (Persero).

Selisih dari harga tersebut dibebankan kepada subsidi yang diberikan oleh

Pemerintah.

Tabel 2.3 Jenis Pembangkit Listrik di Provinsi Gorontalo Tahun 2015
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I Jenis Bahan Kapasitas Daya
..... Teroasana MamouPembangkit DaKar (MW) - (MW)

PLTO BBM 23,2 15,2
PLTG B8M 100,0 100,0
PLTM Air 6,2 4
PLTU Batubara 21 20
PLTS Surva 2,0 1,8

Total 152,5 141
Sumber: RUPTL PT.PLN (Persero) Tahun 2017-2028.

4. Ketergantungan pasokan bahan bakar minyak dari wilayah lain

Pasokan bahan bakar minyak Provinsi Gorontalo dipasok dari Kilang Balikpapan

(Pulau Kalimantan) yang didistribusikan menggunakan moda transportasi laut.

Oitambah dengan cadangan pasokan yang dapat dipasok menggunakan jalur darat

dari wilayah tetangga (Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo). Kondisi tersebut

memberikan kerawanan terhadap jaminan pasokan dan ketahanan energi provinsi

yang ditambah dengan beium adanya instaiasi tangka timbun yang memberikan

permasalahan belum adanya cadangan pasok bahan bakar minyak di Provinsi

Gorontalo.

2.2 Kondisi Energi Daerah Saat Ini

Sub-bab kondisi energi daerah Provinsi Gorontalo saat ini berisi tentang inventarisasi dan

verifikasi data pengelolaan energi daerah Provinsi Gorontalo pada tahun dasar

pemodelan (2015), yang mencakup antara lain:

2.2.1 Indikator Sosio-Ekonomi

Indikator yang mempengaruhi dan mencerminkan kondisi energi daerah saat ini meliputi

indikator sosio-ekonomi terbagi atas jumlah penduduk, penduduk pedesaan dan

perkotaan, jumlah tenaga kerja dan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, PDRB Per

Lapangan Usaha, PORB per Kapita dan Jumlah kendaraan bermotor, yang akan dibahas

berikut ini.

Kondisi sosia! ekonomi mempunyai kedudukan yang sentra! dalam pembangunan

daerah, kedudukannya sebagai subjek pembangunan dan juga sekaligus sebagai objek
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pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, dalam hal ini mengacu pada demografi,

diharapkan dengan jumlah penduduk yang besar dapat rnemberikan keunlungan

ekonomis diantaranya biaya tenaga kerja yang relatif rnurah dan terjaminnya persediaan

tenaga kerja. Dalam lingkup perencanaan, sebagai subjek, penduduk membuat

perencaaan yang diwakili oleh perencana. Sedangkan sebagai objek pembangunan

mengandung arti bahwa segal a upaya yang dilakukan oleh pembangunan sasarannya

adalah guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas penduduk. Dalam hal

perencanaan, tingkah laku dan perkembangan penduduk merupakan bagian pokok

dalam proses perencanaan.

2.2.1.1 PDRB Per Lapangan Usaha

PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Provinsi Gorontalo adalah kemampuan

wilayah provinsi ini untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB per

lapangan usaha dapat dibagi menjadi 17 kategori (Tabel 2.4).

Tabel 2.4 PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Gorontalo Tahun 2015
(Harga Konstan 2010)

PORB Atas Oasar
Lapangan Usaha Harga Konstan

(Miliar Rupiah)

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8,024.61

Pertambangan dan Penggalian 294.31
Industri Penqolahan 883.13
Pengadaan Listrik dan Gas 15.55
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan

I 10.50Daur Ulang
Konstruksi 2,711.55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil ,.... ""...,,.. "''''
dan Sepeda Motor L,Lt O.LL

Transportasi dan Pergudangan 1,324.74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 482.90
Informasi dan Komunikasi 644.77
jasa Keuangan dan Asuransi 817.90
Real Estate 428.83
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Lapangan Usaha Harga Konstan
(Miliar Rupiah)

Jasa Perusahaan 21.32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

1,978.59Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 958.61
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 803.68
Jasa lainnya 392.59
PDRB 22,068.80

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo 2015

2.2.1.2 Pendapatan per Kapita

PDRB (Pendapatan domestik regional bruto) perkapita Provinsi Gorontalo pad a tahun

2015 adalah sebesar Rp. 19.474.125,89 per kapita. Dengan perhitungan sebagai berikut:

. PDRB pad a tahun 2015
Pendapatan per kaplta tahun 2015 =. I h d d k h 2015Jurn a pen u u ta un

Rp. 22.068,80 Miliar
Pendapatan per kapita tahun 2015 = 11 2 0 r. 33. 0 lwa

Pendapatan per kapita talmn 2015 = Rp. 19.4 74.125,89

2.2.1.3 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 mencapai 1.133.200 jiwa dimana

mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,73 % dari tahun sebelumnya. Berdasarkan

angka tersebut, maka hanya 0,44 % dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015

yang mendiami wilayah administratif Provinsi Gorontalo. Adapun persentase penduduk

yang mendiami perkotaan di provinsi ini mencapai 39 %, dimana memiliki pengertian

bahwa penduduk yang mendiami perkotaan relatif lebih sedikit daripada pedesaan.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo per Kabupaten/Kota Tahun 2015

I No. I Kabupaten/Kota I
Jumlah

Penduduk
(jiwa)

Persentase
Persebaran

Penduduk (%)
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1 Boalemo 149.832 13,22

2 Gorontalo 370.441 32,69

3 Pohuwato 146.896 12,96

4 Bone Bolango 153.166 13,52

5 Gorontalo Utara 110.700 9,77

6 Kota Gorontalo 202.202 17,84
Total Provinsi 1.133.237 100,00

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Total jumlah rumah tangga di Provinsi Gorontalo adalah 268.805 rumah tangga. Adapun

rata-rata jumlah orang pad a setiap rumah tangga adalah 4,22 jiwa per rumah tangga.

Kondisi tersebut ditambah dengan kepadatan penduduk mencapai 91 jiwa/km2•

Darsabar-::>nnenduM'.I/ "ul.run merata dangan L(",hup",tan ~nrnntaln mamilil.ri nare-ontae-o
I vi '-' I c.u1 tJ 1 I '-AU.'\. V ,'\. tJ III I '" vi I I I "UlJ OLvl I '-"'VI VI II. IV II \",rl I 111I.\.1 fJ,",I.;.,,)"'IIL ,,""'-'

persebaran cukup tinggi (32,69 %).

Selain itu, tingkat kemiskinan di provinsi ini masih memerlukan perhatian karena jumlah

nanMUM"1.rm;cl.rin man ("':\nal' 1Q ~') 0/_ pad':\ t':\h'ln ')()1" Dercah':\r':\n illml'.:)h nanMllrl'lkt""""" IU "-AUf'\. 1111vl'\.lll .1 ,",IIV'-"'tJ I v,v.e- IV ••..•. \-LA.IIUII '-'-" I '-' •• I • v""",....,L.t1LAI I JUIIIIUII l"""''--'IIU\.,Al....fUlI

miskin di Provinsi Gorontalo berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pad a Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo per Kabupaten/Kota Tahun 2015

Jumlah

No. Kecamatan Penduduk Persentase
Miskin (ribu (%)

jiwa)
! 1 Boalemo 32,19 21,67

2 Gorontalo 80,52 21,80

3 Pohuwato 32,70 22,43

4 Bone Bolango 28,19 18,49

5 Gorontalo Utara 21,06 18,93

6 Kota Gorontalo 12,18 6,05
Total Provinsi 206,84 18,32

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo
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2.2.1.4 Jumlah Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran

Dari besar jumlah penduduk, golongan usia produktif menyumbang peranan penting

dalam pengelolaan energi daerah Provinsi Gorontalo. Jumlah tenaga kerja

mempengaruhi kebutuhan energi yang dibutuhkan dan dihasilkan. Sementara, tingkat

pengangguran bisa diupayakan menjadi rencana-rencana strategis meningkatkan

kesejahteraan dan perencanaan akses listrik untuk peningkatan produktifitas.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan
Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Gorontalo, 2015

(dalam satuan jiwa)
Angkatan Kerja Bukan

Kabupaten/Kota Bekerja Pengangguran Jumlah Angkatan Jumlah
Kerja

Boalemo 64.117 3,069 67,186 38,371 105,557
Gorontalo 157,625 5,922 163,547 101,842 265,389
Pohuwato 64,155 1,350 65,505 38,132 103,637
Bone Bolango 66,015 4,783 70,798 39,432 110,230
Gorontalo Utara 49,611 2,946 52,557 24,680 77,237
Kota Gorontalo 92,164 6,031 98,195 53,261 151,456
Provinsi Gorontalo 493.687 24,101 517,788 295,718 813,506

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Berdasarkan data, pengangguran terbuka dan kategori bukan angkatan kerja tertinggi

terdapat di Kabupaten Gorontalo, dengan total pekerja sebesar 157.625 jiwa,

pengangguran terbuka 5.922 jiwa, dan bukan angkatan kerja sebesar 101.842 jiwa.

Pendekatan peningkatan produktifitas berbasis energi cerdas dapat menjadi alternatif

solusi mengurangi tingkat pengangguran di salah satu kabupaten ini.

2.2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator sosio-ekonomi. Kemiskinan itu

sendiri dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran,

termasuk memenuhi kebutuhan dasar di bidang energi. Tingkat kemiskinan penduduk

Provinsi Gorontalo mencapai 18,32 % dari total penduduk di wilayah ini pada tahun 2015.

Sementara itu, data pada setiap kabupaten di Provinsi Gorontalo menunjukan angka
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persentase mencapai 2 digit, dimana menggambarkan masih banyaknya penduduk

provinsi ini yang dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dilihat dari sudut pandang pengelolaan energi, hal ini menunjukkan pentingnya

menentukan strategi pengelolaan energi yang dapat menimbulkan multiplier effect

sehingga diharapkan berkontribusi mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi

Gorontalo.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo per Kabupaten/Kota Tahun 2015

No. Kecamatan Jumlah Penduduk Persentase
Miskin (ribu jiwa) (%)

1 Boalemo 32,19 21,67

2 Gorontalo 80,52 21,80

3 Pohuwato 32,70 22,43

4 Bone Bolango 28,19 18,49
I

5 Gorontalo Utara 21,06 18,93

6 Kota Gorontalo 12,18 6,05
Total Provinsi 206,84 18,32

Sumber: BPS Prov;ns; Gorontalo

2.2.1.6 Jumlah Kendaraan Bermotor

Pada tahun dasar (2015), sektor transportasi adalah sektor dengan konsumsi energi

terbesar di Provinsi Gorontalo. Jumlah kendaraan beserta jenis teknologinya menjadi

penentu konsumsi energi di sektor ini. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui jumlah

kendaraan beserta jenis teknologinya dalam rangka mengestimasi kebutuhan energi

beserta upaya-upaya untuk menurunkan konsumsi energi dan emisi di sektor

transportasi. Data jumlah dan kendaraan bermotor sesuai jenisnya dapat dilihat pada

Gambar 2.6.
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Gambar 2.6 Jumlah kendaraan bermotor sesuai jenis di Provinsi Gorontalo.

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo 2015

Berdasarkan data tersebut, jumlah kendaraan yang mendominasi di Provinsi Gorontalo

adalah sepeda motor dengan jumlah 276.294 unit, disusul mobil penumpang, mobil

barang dan kapal dengan nilai berturut-turut sebesar: 20.377 unit, 17.267 unit dan 2.168

unit. Hal ini memberikan gambaran bahwa program transportasi umum (bus dan kereta)

berpotensi untuk mengurangi konsumsi di sektor transportasi di masa yang akan datang

karena akan ada perpindahan penumpang dari motor dan mobil ke moda transportasi

masal, seperti: bus dan kereta.

2.2.2 Indikator Energi Daerah

Indikator energi daerah Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari kondisi daerah saat ini

terdiri atas komponen sebagai berikut:

2.2.2.1 Potensi Energi Daerah

Potensi energi yang terdapat di Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Potensi Energi Provinsi Gorontalo.

Jenis Potensi (dalam MW)
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Mini hidro
dan
mikrohidro
Biomass
Biogas
Surya
Angin
Panas Bumi sumberdaya

spekulatif hypothetical
129 11

117

119,1
11,5
1.218
137

Cadangan
total possible probable proven
140 110

total
110

Sumber: RUEN

2.2.2.2 Bauran Energi Daerah

Berdasarkan hasil pemodelan LEAP tahun dasar 2015, bauran energi daerah Provinsi

Gorontalo terbagi atas 4 jenis: batubara, minyak bumi, gas bumi, dan EBT. Dengan hasil

Minyak Bumi mendominasi bauran energi senilai 89,7%, disusui Batubara sebesar 5,6%,

gas sebesar 3,6% dan EBT sebesar 1,0%.

ill Batubara 111 Gas. Minyak III Energi Baru Terbarukan

Gambar 2.5 Bauran Energi Primer Provinsi Gorontala Tahun 2015

2.2.2.3 Rasia Elektrifikasi Daerah

Rasia elektrifikasi Provinsi Gorontala menurut statistik ketenagalistrikan Direktorat

Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tahun 2015 adalah sebagaimana dalam

TabeI2.10.

Tabel 2.10 Rasio Elektrifikasi Provinsi Gorontalo Tahun 2015
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Deksripsi Satuan Jumlah
Keluarga berlistrik PLN KK 197.187
Keluarga berlistrik Non-PLN KK 13.274
Jumlah Keluarga KK 265.794
Rasio Elektrifikasi % 79,18
Jumlah Desa Terlistriki desa 736

Sumber: Statistik Ketenagalistrikan DJK ESDM tahun 2015

2.2.2.4 Elastisitas dan Intensitas Energi Oaerah

Elastisitas dan intensitas energi adalah indikator yang umum digunakan dalam

perhitungan konsumsi energi. Elastisitas energi menggambarkan perbandingan laju

pertumbuhan konsumsi energi dibandingkan pertumbuhan variabel lain, misalnya

pertumbuhan ekonomi. Sehingga, elastisitas energi berguna dalam menentukan proyeksi

konsumsi energi di masa mendatang dengan berbekal variabel lain yang dijadikan

pembanding. Angka elastisitas energi di bawah 1,0 dicapai apabila energi yang tersedia

telah dimanfaatkan secara produktif. Elastisitas Pemakaian Energi Final Provinsi

Gorontalo pada tahun 2015 sebesar 1,2.

Oi sisi lain, terdapat pula indikator intensitas energi. Intensitas energi menggambarkan

jumlah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu satuan produk tertentu. Jika

yang dimaksud adalah Produk Oomestik Regional Bruto (PORB) Gorontalo, maka

intensitas energi adalah jumlah energi yang diperlukan untuk menghasilkan 1 rupiah

PDRB di provinsi Gorontalo. Dalam hal ini Intensitas energi menunjukkan tingkat efisiensi

perekonomian di provinsi Gorontalo.

Intensitas Energi Indonesia sebesar 482 TOE (ton-oil-equivalent) per sejuta dollar AS

atau sekitar 0.24 SBM/juta rupiah. Artinya untuk menghasilkan nilai tambah (GOP) 1 juta

dollar AS, Indonesia membutuhkan energi 482 TOE. Sebagai perbandingan, intensitas

energi Malaysia 439 TOE/juta dollar AS, dan intensitas energi rata-rata negara maju yang

tergabung dalam OECD (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) hanya

164 TOE/juta dollar AS. Intensitas energi Provinsi Gorontalo tahun 2015 adalah sebesar

11,4 TOE/milyar rupiah.
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Indikatar energi lainnya adalah pemakaian energi final per kapita. Hal ini dapat digunakan

sebagai indikatar kesejahteraan masyarakat di mana secara umum makin tinggi

pemakaian energi per kapita semakin tinggi taraf hidup masyarakat. Pemakaian energi

per kapita Provinsi Garontala adalah sebesar 0,22 TOE/kapita/tahun.

Indikatar energi selanjutnya adalah pemakaian Iistrik per kapita. Indikatar ini juga dapat

digunakan sebagai indikatar taraf hidup masyarakat. Semakin tinggi taraf hidup

masyarakat kecenderungan penggunaan peralatan listrik akan semakin tinggi pula.

Pemakaian listrik per kapita untuk Provinsi Garontala adalah sebesar 319,6 kWh/kapita.

lndikatar energi terakhir yang digunakan adalah rasia elektrifikasi. Rasia elektrifikasi

Provinsi Garontala tahun 2015 berdasarkan data Statistik Ketenagallistrikan adalah

sebesar 79,18%.

Indikatar energi Provinsi Garontala tahun 2015 ditunjukkan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 lndikator Energi Provinsi Garontala Tahun 2015

No. Indikator Energi Nilai Satuan

1 Elastisitas Pemakaian Energi 1,3 -Final

2 Intensitas Pemakaian Energi 11,4 TOE/Milyar RupiahFinal

3 Pemakaian Energi Final per 0.22 TOE/kapita/tahunkapita
4 Pemakaian Listrik per Kapita 319,6 kWh/kapita/tahun

5 Rasia Elektrifikasi 79,18 %
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2.2.2.5 Pasokan dan Kebutuhan Energi Daerah

Pada Tabel 2.12, terlihat bahwa konsumsi listrik Provinsi Gorontalo selalu meningkat tiap

tahunnya, dengan konsumsi tertinggi berada di sektor Rumah Tangga, disusul dengan

sektor komersial dengan pertumbuhan konsumsi listrik rata-rata 14,1 % selama 2011-

2015. Salah satu hal yang perlu dicatat adalah gabungan konsumsi di sektor rumah

tangga dan komersial/bisnis melebihi 80 persen dari total konsumsi listrik Gorontalo,

sehingga dua sektor ini adalah sektor yang berpotensi besar untuk diterapkan berbagai

kebijakan efisiensi energi untuk menghindari defisit pasokan Iistrik di Gorontalo.

Sedangkan untuk kondisi energi per sektor saat ini ditunjukkan Tabel 2.11.

Tabel 2.12 Konsumsi Listrik Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2015

Kelompok Satuan Penjualan Listrik PT PLN (Persero)
Pelanggan 2011 2012 2013 2014 2015

Rumah Tangga GWh 153.26 190.10 214.76 248.00 269.82
Industri GWh 15.50 18.10 17.60 18.00 17.65 I

Komersial GWh 35.82 48.61 57.33 60.00 61.59
Sosial GWh 13.10 15.18 15.64 0.00 18.20
Pemerintah dan GWh 18.84 21.14 23.07 43.00 31.56Peneranqan Jalan
Total GWh 236.52 293.13 328.40 369.00 398.82

Sumber: DJK KESDM Tahun 2012-2016.
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Tabe12.13 Konsumsi Energi Final Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Jenis Energi Industri Transpor- Rumah Komersial Sektor Total
(Ribu TOE) tasi Tangga Lainnya
Listrik 1.5 23.3 6.4 31.1
Premium 117.3 117.3
Avtur 4.9 4.9
Minyak Tanah 0.1 4.7 4.8
Minyak Solar 27 23.3 1.1 6.1 57.4
LPG 0 21.6 0.5 22.2
Batubara 4.5 4.5
Bio Solar 8 8
Biomasa Komersial 0.5 0.5
Total 33.1 153.5 49.6 9 6.1 251.2

Sumber: DioJah dari BPS Provinsi Gorontalo, Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya
Mineral Provinsi Gorontalo, dan RUPTL PT.PLN (Persero) Tahun 2017-2028.

2.3 Kondisi Energi Daerah di Masa Mendatang

2.3.1 Struktur Pemodelan dan Asumsi Dasar

Struktur pemodelan dalam rencana umum energi provinsi Gorontalo mengacu pada

struktur model RUEN. Struktur ini memiliki sektor Permintaan (Demand), Penyediaan

(Supply), Proses Transformasi (Transformation) serta Variabel Asumsi (Key

Assumption). Struktur ini merupakan struktur yang diperlukan pada aplikasi pemodelan

LEAP dan mengacu pada struktur RUEN seperti pada Gambar 2.7.

Sama hal nya dengan struktur pemodelan, asumsi-asumsi kunci yang digunakan juga

mengacu kepada asumsi kunci yang digunakan oleh RUEN. Penyesuaian nilai dari

asumsi-asumsi kunci dilakukan untuk mengacu kepada kondisi provinsi Gorontalo.

Misalnya: PDRB, penggunaan energi listrik sektor rumah tangga, sektor industri, dan

lainnya. Asumsi-asumsi kunci yang digunakan dalam melakukan pemodelan RUED

provinsi Gorontalo antara lain adalah: demografi, ekonomi, elastisitas aktifitas dan

angkutan jalan raya.
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Gambar 2.6 Struktur Pemodelan dan Variable Asumsi RUED Provinsi Gorontalo

Dalam model perencanaan energi Gorontalo, digunakan beberapa asumsi dasar dari

sektor-sektor yang mempengaruhi karakteristik permintaan energi yang akan digunakan

dalam perhitungan proyeksi permintaan energi. Asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai

berikut:

2.3.1.1 Demografi

Faktor demografi yang merupakan asumsi kunci pada pemodelan adalah jumlah

populasi, pertumbuhan populasi, tingkat urbanisasi, jumlah rumah tangga dan ukuran

rumah tangga. Asumsi kunci faktor demografi ditunjukkan pada Tabel 2.14.
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Tabe12.14 Asumsi Kunci Faktor Demografi

i ~.~_~_'~tt_.e~_~~_~_c:!~.~_._.. _.._.. __ _.. .._.. L.~~!~.~iwa.. , J!_1.~~j .
, Laju Pertumbuhan Penduduk per . % 1,73
i Tahun
!tiijg~~fQi~~'~i~~~L ..~I•••••..._.% '.......•.~~,Q.r .4?,~J _.~.~!Q.
L.~~f!lJ~~.R!I.I!'.~~_I~l]gg~...... __. .,__gi_~_l:l..BI.+_?_~?,.~.J._._~tZ,?! _.:1-:1I,.~.
:1J~LJrCl.r1RLJl!lahTat1gga.L~i~Cl!Ruta .4,??J.4, 10 1 3,88 '

Sumber: Permodelan LEAP Provinsi Gorontalo.

2.3.1.2 Ekonomi Makro

Salah satu faktor penggerak roda perekonomian adalah ketersediaan sumber energi

yang cukup. Dengan demikian jumlah konsumsi dan penyediaan energi memiliki relasi

dengan struktur perekonomian di sebuah wilayah (negara/propinsi). Kebijakan tentang

energi untuk sebuah wilayah akan berdampak langsung pada perekonomian di daerah

itu. Dalam pemodelan RUED Gorontalo, maka beberapa faktor ekonomi dijadikan

sebagai asumsi-asumsi kunci, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15 Asumsi Kunci Faktor Ekonomi
Faktor Ekonomi Unit 2015 2025 2050
PDRB Triliun Rupiah 22,1 42,3 218,4
Pertumbuhan PDRB % 6,2 6,7 5,9
PDRB per Kapita Juta Rupiah 19,48 32,35 133,63
Pertumbuhan PDRB per % 4.4 5,4 5,0Kapita

Sumber: Permodelan LEAP Provinsi Gorontalo

2.3.1.3 Faktor Elastisitas Aktifitas

Teori ekonomi mikro umumnya menjelaskan bahwa elastisitas dapat ditinjau dari dua sisi.

Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah

suatu produk yang diminta. Sedangkan elastisitas penawaran adalah sebuah pengaruh

perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah produk yang ditawarkan. Dengan lebih

sederhana dapat digambarkan bahwa elastisitas merupakan perbandingan perubahan

besaran sebuah variabel ekonomi dibandingkan dengan variabel ekonomi yang lain.

Pada model RUED Gorontalo, variabel yang diambil untuk perbandingan dalam
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menghitung elastisitas aktivitas adalah pertumbuhan PDRB pada sektor tertentu dengan

pertumbuhan PDRB total. Elastisitas pada sektor Industri, Transportasi, Komersial dan

Lainnya ditunjukkan pada Tabel 2.16. Elatisitas aktivitas untuk sektor komersial

diasumsikan naik dari 0,94 menjadi 1,08 pada tahun 2025 dan turun menjadi 1,06 pada

tahun 2050. Untuk menekan laju pertumbuhan kendaraan bermotor, elastisitas aktivitas

transportasi diasumsikan turun dari 1,08 menjadi 1,03 hingga tahun tahun 2050.

Tabe12.16 Elastisitas Aktifitas PDRB

I...P'pRI.3I[idusfri_" _ii_\~_(.> -~ .._Q~~J-4
i PDRB Transportasi I 1,08 I
[RDFfB~Q_~~~~faf.=:r=-~= ..I~~~_-j
U:\QJ3~_~~i~X!Y?__._.. . ._J. ._. ._Q_,~4J

Sumber: Permodelan LEAP Provinsi Gorontalo.

Selain asumsi kunci diatas, untuk sektor transportasi angkutan jalan raya terdapat

asumsi-asumsi kunci khusus yang terkait dengan penggunaan energi di sektor tersebut.

Adapun asumsi-asumsi kunci tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.17. Proyeksi jumlah

kenderaan pada tahun mendatang didasarkan pada relasi nilai asumsi pada tahun

berjalan dan pertumbuhan PDRB di tahun tersebut. Sedangkan Jarak Tempuh, Load

Factor dan Operasional diasumsikan tetap selama pemodelan.

Tabel 2.17 Asumsi Kunci Sektor Transportasi Jalan Raya

f. ~~~~~~~Uh ~Kf\f~-~;~ahU-~ f9:o~~<I~i6.~~bPk~~~~~t~D/c__c.. 2~~:~~!-1
r-.~------,,---.--7---;~""'-'..~-,-:---J?-_.-_._-._-.------------._ t--"7-. L -- ----l____._-- ...,.-------;.- .•:----- -.j

t Load F~ctor i l.i .. Pnp/Unit<T1,8(1/( .42 1/ ~,25* I..' . 1,~j
~operasio~~__~~~n/~~tru~LI---~~.~--~l
•. __ .._ _. .•._ .__ __ . . ..L __.._._ .. .._ _.__.. _ ._..L.. .___ __.__.__ __-.1_ _ __ . ._.. __ . _ _ __ .

Sumber: Permodelan LEAP Provinsi Gorontalo

Jumlah kendaraan pada Tabe12.18 di Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 - 2050 selalu

mengalami peningkatan sehingga kebutuhan energi untuk transportasi terutama bahan

bakar juga meningkat. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi jumlah kendaraan pada

tahun 2025 untuk mobil berjumlah 32.929; bus sebanyak 1.162, truk sebanyak 24.418;
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dan sepeda motor 444.102. Sedangkan pada tahun 2050 jumlah kendaraan mengalami

peningkatan sebesar mobil 65.550; bus sebanyak 3.455, truk sebanyak 53.622; dan

sepeda motor sebanyak 605.154. Kebutuhan operasional untuk tiap kendaraan di

Provinsi Gorontalo yaitu mobil 98%, bus 18%, truk 18%, dan sepeda motor 98%. Load

factor tiap kendaraan di Provinsi Gorontalo berdasarkan perhitungan yaitu (dalam

Pnp/Ton) mobil 1,8, bus 42, truk 8,25, dan sepeda motor 1,3. Jarak tempuh setiap

kendaraan di Provinsi Gorontalo yaitu (dalam km/Tahun) mobil 19.000, bus 50.000, truk

50.000; dan sepeda motor 11.500.

TabeI2.18. Jumlah Kendaraan Tahun 2015-2050

Kendaraan Unit 2015 2025 2030
Mobil Unit 20.590 30.469 33.855
Bus Unit 737 1.156 1.379
Truk Unit 17.267 23.547 26.853
Sepeda Motor Unit 276.294 444.192 492.868

Sumber: Permodelan LEAP Provinsi Gorontalo

2.3.2 HasHPemodelan Energi

2040
40.333
2.343

40.016
578.379

2050
48.021
3.705

56.540
603.510

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai hasil pemodelan bauran permintaan energi

primer, penyediaan energi primer, kebutuhan energi per sektor dan per jenis energi, serta

kebutuhan Iistrik.

2.3.2.1 Proyeksi Bauran Energi Primer

Sumber energi primer merupakan sumber energi yang masih harus ditransformasikan

menjadi sumber energi final. Energi primer ini dapat bersumber dari fosil maupun dari

sumber energi terbarukan. Sumber energi fosil dikelompokkan menjadi batubara, Gas

dan Minyak. Bauran energi primer untuk tahun 2020 sampai 2050 perlima tahun

ditunjukkan pada Tabel 2.19. Sebagai pembanding digunakan bauran energi primer pada

tahun dasar (2015).
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Tabel 2.19 Bauran Energi Primer Skenario RUED

Batubara 05J% 17,3% 26,6% 22,7% 19,0% 16,5% 14,7% 13,5%
Gas 03J% 23,2% 21,2% 25,5% 28,0% 29,5% 30,8% 32,1%
Minyak 89,7% 53,2% 36,8% 31,6% 28,0% 23,4% 20,0% 16,5%
Energi Baru Terbarukan 01% 06,3% 15,4% 20,3% 25,0% 30,6% 34,5% 37,9%

Sumber: Permodelan LEAP Provinsi Gorontalo

Porsi energi baru terbarukan (EBT) pada tahun dasar sebesar 1,0 %, meningkat lima

belas kali Iipat pada tahun 2025 menjadi 15,4% dan pada tahun 2050 diharapkan porsi

EBT menjadi 37,9 %. Porsi sumber energi batubara diperkirakan akan meningkat, dari

5,7% pada tahun 2015, menjadi 13,5 % pada tahun 2050. Sedangkan sumber energi

Minyak, porsinya akan turun dari 89,7% pada tahun 2015 menjadi 16,5% pada tahun

2050. Untuk menutupi kebutuhan permintaan energi, maka penggunaan sumber energi

Gas akan diperbesar, dari 3,7% pada tahun 2015, menjadi 32,1% pada tahun 2050.

Bauran Energi Primer
100010

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10% L0%
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

1\1Batubara II Gas • Minyak I!llEnergi Baru Terbarukan

Gambar 2.9 Bauran Energi Primer Provinsi Gorontalo Tahun 2015 sampai 2050

Sumber: Permodelan LEAP RUED-P Gorontalo
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2.3.2.2 Proyeksi Elastisitas dan Intensitas Energi

Pada tabel Tabel 2.20 ditunjukkan proyeksi indikator energi yaitu terdiri dari elastisitas

energi, intensitas energi, dan pemakaian energi per kapita, dan rasio elektrifikasi Provinsi

Gorontalo.

Tabel 2.20 Proyeksi Indikator Energi 2015-2050

Tahun
Indikator

2015 2020 2025 2050
ElastisitasPemakaianEnergi Final 1,2 1,0 0,8 0,6
IntensitasPemakaianEnergi Final

11,4 11,9 11,0 4,9(TOE/JutaRupiah)
PemakaianEnergi Final per kapita

0,22 0,29 0,36 0,65(TOE/kapita/tahun)
Rasia Elektrifikasi (Persen) 79,18 100.0 100.0 100.0
Sumber: PemadelanLEAPProvinsiGorontalo

Sebagaimana tabel di atas, elastisitas energi di provinsi Gorontalo mengalami penurunan

dari pada tahun 2015 sebesar 1,2 turun menjadi sebesar 0,8 pada tahun 2025 dan

menjadi 0.6 pada tahun 2050. Intensitas energi juga mengalami penurunan pada tahun

2015 sebesar 11,4 TOE/Miliar Rupiah menjadi 11,0 TOE/Miliar Rupiah pada tahun 2025

dan menjadi 4,9 TOE/Miliar Rupiah pada tahun 2050.

Selain itu, pemakaian energi final per kapita mengalami peningkatan dari pada tahun

2015 sebesar 0.22 TOE/Kapita menjadi sebesar 0.36 TOE/Kapita pada tahun 2025 dan

terus meningkat menjadi 0,65 TOE/Kapita pada tahun 2050.

2.3.2.3 Proyeksi Permintaan dan Penyediaan Energi

Permintaan energi sektor industri meningkat sebesar 60 ribu TOE pada tahun 2025

menjadi 257 ribu TOE pada tahun 2050. Sektor lain yang juga mengalami peningkatan

adalah sektor komersial, yang meningkat dari 30,6 ribu TOE pada tahun 2025 menjadi

168 ribu TOE pada tahun 2050. Selain itu, sektor lainnya juga meningkat pada tahun

2015 sebesar 6,1 ribu TOE menjadi 14,6 ribu TOE tahun 2025 dan meningkat sebesar

58,1 ribu TOE tahun 2050.
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Proyeksi permintaan energi final per sektor pengguna secara rinci ditunjukkan pada

Gambar 2.10

Komersial ~ Rumah Tangga m Transportasi ill Industri

1.100,0

900,0

700,0

300,0

100,0

i'I Sektor Lainnya

2020 2025 2030 203.5- 2040 2045 2050

Gambar 2.10 Permintaan energi final untuk setiap sektor pengguna energi
Sumber: Permodelan LEAP Provinsi Gorontalo.

Sektor Lainnya

Komersial

Rumah Tangga

Transportasi

Industri

58,1
168,0
265,1
292,7

Porsi terbesar permintaan energi per sektor untuk skenario RUED dimiliki oleh sektor

rumah tangga sebesar 47% pada tahun 2015 turun menjadi 26% pada tahun 2050.

Sektor transportasi sebesar 40% pada tahun 2015 mengalami penurunan cukup besar

menjadi 28% pada tahun 2050. Sedangkan sektor industri mengalami peningkatan dari

9% pada tahun 2015 menjadi 24% pada tahun 2050. Selain itu, sektor-sektor yang
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mengalami peningkatan yaitu sektor komersial dan sektor lainnya pada tahun 2015

masing-masing sebesar 2% menjadi 16% dan 6% tahun 2050.

---------------1
Permintaan Energi Final per Sektor Pengguna(%)

I

I

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Gambar 2.11 Porsi permintaan energi final per sektor pengguna skenario RUED
Sumber: Permodelan LEAP RUED Provinsi Gorontalo
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Energy Demand Final Units
Scenario: RUED,All Regions} Ali Fuels Branch: Demand Units: Percent
~~.. ~ ~

Industri 09% 11% 12% 14% 17% 19% 22% 24%
Transportasi 400AJ 47% 48% 44% 40% 36% 32% 28%
Rumah Tangga 47% 36% 300AJ 300AJ 29% 28% 27% 26%
Komersial 02% 04% 07% 08% 100AJ 12% 14% 16%
Sektor Lainnya 02% 02% 03% 04% 04% 05% 05% 06%
Total 100% . 1000AJ
Proyeksi permintaan energi final dari sumber energi baru terbarukan seperti biosolar dan

biopremium akan meningkat dan diharapkan dapat mensubstitusi energi fosil batubara

dan minyak bumi. Minyak tanah, minyak solar, minyak disel, dan avtur diharapkan sudah

tidak ada lagi pada tahun 2050. Proyeksi permintaan energi final per jenis energi Provinsi

Gorontalo hingga tahun 2050 ditunjukkan pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Proyeksi Permintaan Energi Final Per Jenis Energi (Ribu TOE)

2030 2035 2040 2045 2050
Listrik 31,1 69,9 119A 150,5 188,9 235,2 291,8 356,2
Gas Bumi 0,5 4,2 9,6 13,8 19,1 25,5 33,2 41,S
Premium 117,3 132,0 130A 109,8 83,S 55,0 26,6
Avtur 4,9 6,0 6,7 7,2 7,3 6,6 4,3
Minyak Tanah 4,8 2,6
Minyak Solar 57A 37A
LPG n,2 33,6 40A 40,4 39,9 39,6 39,3 395
Batubara 4,5 5,8 7,7 10,2 13,8 18,6 24,5 31,6
Biogas 1,2 2,3 3,6 4,7 5,9 7,1 S,S
BioSolar 8,0 48,S 109,8 137,7 175,9 225,9 287,1 359,7
BioPremium 13,3 32,1 58,3 83,9 107,3 127,7 144,6
Biomasa Komersial 0,5 0,8 1,2 1,7 2A 3,5 4,8 6,6
Bioavtur 0,5 2,1 4,6 8,7 15,0 24,2 36,9
Total 251;2;; 35~~~ .;t61,7 537,Q 628,2 738}0 870}7 1.025}3

Sumber: Permodelan LEAP RUED Provinsi Gorontalo

Proyeksi permintaan energi dari sumber EST memiliki pertumbuhan per tahun yang

paling besar, yaitu sekitar 13%. Sedangkan permintaan dari sumber energi fosil (Minyak)
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memiliki pertumbuhan terkecil yaitu sekitar 4%. Sebagai catatan, sumber energi fin<~i1

yang berasal dari biomassa traditional tidak diikutkan dalam perhitungan.

Proses penyediaan energi mencakup transformasi sumber energi primer menjadi energi

final yang dapat langsung dimanfaatkan oleh pengguna. Proses transformasi energi

dapat berlangsung dengan beberapa proses, bergantung pada sumber energi primer dan

hasil akhir energi yang diinginkan.

Setelah mengetahui jumlah permintaan energi yang diperlukan untuk melaksanakan

aktifitas-aktifitas perekonomian, maka anal isis penyediaan energi dapat dilakukan.

Penyediaan energi primer dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22 Penyediaan Energi Primer (Ribu TOE)

Batubara 35,0 86,6 189,9 186,6 182,0 185,2 193,9 207,8
Gas 22,7 115,8 151,6 209,9 267,7 330,8 405,2 492,6
Minyak 555,2 266,2 263,3 260,2 268,1 263,1 263,6 253,1
Energi Baru Terbarukan 5,8 31,3 110,4 167,0 239,5 343,3 453,7 580,8

Sumber: Permodelan LEAP RUED Provinsi Gorontalo

2.3.2.4 Kebutuhan dan Penyediaan Listrik

Konsumsi energi dan konsumsi listrik per kapita umumnya digunakan sebagai indikator

kemajuan sebuah negara. Hal ini disebabkan oleh asumsi bahwa negara tersebut

menggunakan energi dan listrik untuk menghasilkan kegiatan yang memiliki nilai tambah

secara ekonomi. Pada tahun 2015, berdasarkan perhitungan LEAP, rata-rata konsumsi

listrik per kapita Indonesia mencapai 890 kWh per kapita. Dengan angka tersebut,

konsumsi listrik per kapita provinsi Gorontalo yang mencapai 319,6 kWh perkapita (Tabel

2.23) masih berada di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan RUEN target nasional

untuk konsumsi listrik per kapita pada tahun 2025 adalah 2.500 kWh per kapita. Pada
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tahun tersebut diharapkan angka konsumsi Iistrik per kapita Provinsi Gorontalo sebesar

1.060 kWh per kapita dan menjadi sebesar 2.536,8 kvVh per kapita pada tahun 2050.

Tabel 2.23 Pro eksi Pemakaian Listrik er Ka ita Provinsi Gorontalo
Tahun Konsumsi Listrik
2015 319,6 kWh er Ka ita
2020 661,7 kWh er Ka ita
2025 1.060 kWh er Ka ita
2030 1.267,4 kWh er Ka ita
2035 1.525,7 kWh er Ka ita
2040 1.821,7 kWh er Ka ita
2045 2.167,8kWh erKa ita
2050 2.536,8 kWh per Ka ita

Sumber: Pemodelan LEAP RUED Provinsi Gorontalo

Untuk memenuhi kebutuhan listrik per kapita yang meningkat, maka diperlukan tambahan

kapasitas pembangkit di Provinsi Gorontalo yaitu meningkat dari 152,4 MW tahun 2015

menjadi 717,5 MW pada tahun 2025 dan 1.425 MW tahun 2050. PLTGU Gas diharapkan

dapat menjadi pemasok kebutuhan listrik di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2050

mencapai 700 MW. Selanjutnya PLTP dan PLTS diharapkan dapat mendukung pasokan

listrik di Provinsi Gorontalo menggantikan pembangkit dengan jenis bahan bakar minyak

solar.
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Gambar 2.12 Proyeksi Kapasitas Pembangkit

Sumber: Pemodelan LEAP RUED Provinsi Gorontalo

Proyeksi kebutuhan listrik Provinsi Gorontalo hingga tahun 2050 ditunjukkan pad a Tabel

2.24.
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2025y: 2030 »2035 2040 2045 2050
271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0
200/0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0
100,0 75,0 75,0 75,0 50,0 50,0
49,5 25,0 25,0 25,0 25,0
28,0 38,0 48,0 58,0 65,0 70,0
20,0 30,0 50,0 70,0 90,0 110,0
12,0 22,0 37,0 47,0 62,0 72,0
32,0 47,0 62,0 77,0 92,0 112,0
5,0 12,0 20,0 25,0 30,0 40,0

717,5 ' 820,0 988,0 1.148,0 1.285,0 1.425,0

2015
21,0 71,0

100,0
100,0 100,0
23,2 49,S
6,2 8,2

Tabe12.24 Proyeksi Kapasitas pembangkit (MW)

sap~Sity,>i,.(> ... ., "({ii«(
?ce?~ri():~~ED,AII.'Regions, capacitYTypes, ... ;>/;':
Br~.~ch:J ran:forrnati qn\R.emq~Qgkit Li~trik\Processes .'..
Units: Megawatts

Branches
PLTUBatubara
PLTGUGas
PLTGMinyak
PLTDMinyak Solar
PLTMini Mikrohidro
PLT Panas Bumi PlTP
PLT Biomasa 2/0

PLTSurya_PLTS 2,0 10,0
PLTBayu_PLTB
Total 152,4 340,7
Sumber: Pemodelan LEAP RUED Provinsi Gorontalo

Tabel 2.25 Bauran Energi Primer Pembangkit (%)

Primary.Re CllJ irements
Scenario: RUED, All Regions
Brahch:'Resources
Uti its:Percent

Fuels 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 .2050

Batubara 05,7% 17,3% 26,6% 22,7% 19,0% 16,5% 14,7% 13,5%
Gas 03,7% 23,2% 21,2% 25,5% 28,0% 29,5% 30,8% 32,1%
Minyak 89,7% 53,2% 36,8% 31,6% 28,0% 23,4% 20,0% 16,5%
Energi Baru Terbarukan 01% 06,3% 15,4% 20,3% 25,0% 30,6% 34,5% 37,9%
Total 100% 1000!<J.. 100% 1000!<J ..'100% 1000!<J 100% 1000!<J
Sumber: Pemodelan LEAP RUED Provinsi Gorontalo
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Gambar 2.12 Bauran Energi Primer Pembangkit
Sumber: Permodelan LEAP RUED Provinsi Gorontalo

Porsi energi baru terbarukan (EBT) pada pembangkit Iistrik tahun dasar sebesar 1,0%

diharapkan meningkat pada tahun 2025 menjadi 15,4% dan pada tahun 2050 diharapkan

porsi EBT menjadi 37,9%. Porsi sumber energi minyak diperkirakan akan menurun, dari

89,7% pada tahun 2015, menjadi 36,8% pada tahun 2025, dan pada tahun 2050 sebesar

16,5%. Untuk menutupi kebutuhan permintaan energy selain dengan EBT, juga

penggunaan sumber energi gas masih diperlukan dimana pada tahun 2025 sebesar

21,2% meningkat menjadi 32.1% pada tahun 2050.

2.2.2.5 Proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca

Proyeksi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan pembakaran bahan bakar

yang digunakan untuk semua sektor pengguna meningkat dari 665,5 ribu ton C02 pada

tahun 2015 menjadi 885,7 ribu ton C02 pada tahun 2025 dan 1,550 ribu ton C02 tahun

2050. Pada periode tahun 2050, sektor transportasi merupakan sektor penyumbang
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emisi terbesar, menyusul kedua terbesar yaitu sektor industri. Besaran emisi gas rumah

kaca di Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada Tabel 2.25.

Tabe12.25 Proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Gorontalo (ribu ton C02)

Industri 102,5 116,5 129,1 173A 235,3 318,6 423,5 550,7
Transportasi 451,3 541,6 591,8 619) 636,3 649,0 660,B 674A
Rumah Tangga 86,8 lOB,S 122) 126,0 128,7 131,3 133,9 136,2
Komersial 6,0 8,7 12,2 17A 25,0 35,6 49,7 67,S
Sektor Lainnya 18,9 24,6 30A 40,S 54A 72,6 95,0 121A

Sumber: Permodelan LEAP RUED Provinsi Gorontalo
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BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN ENERGI DAERAH

3.1 Visi Energi Daerah

Dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan energi daerah, tantangan

pembangunan yang dihadapi, dan capaian pembangunan daerah selama ini, maka visi

pengelolaan energi Provinsi Gorontalo adalah:

"TERCIPTANYA KEANDALAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI DENGAN

MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN POTENSI ENERGI SETEMPAT YANG

BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN"

Keandalan dan Kemandirian Energi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Keandalan Energi merupakan ketangguhan dalam mengatasi permasalahan

kebutuhan energi dimasa yang akan datang,

Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan

memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber setempat untuk menjamin

pemeratan akses energi bagi semua lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo.

Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan mengandung arti bahwa didalam

pengelolaan energi juga harus memperhatikan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini

dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi penggunaan energi, penghematan energi,

pengurangan dan pencegahan emisi dan pemanfaatan energi secara optimal.

3.2 Misi Energi Daerah

Untuk mewujudkan Visi diatas, maka Misi Pengelolaan Energi di Provinsi Gorontalo

adalah sebagai berikut

1. Mewujudkan dan menjamin ketersediaan pasokan energi yang aman dan ramah

lingkungan

2. Mengembangkan diversifikasi energi pedesaan berbasis energi baru terbarukan
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3. Meningkatkan kesadaran pengguna energi di berbagai sektor untuk melakukan

kegiatan konservasi energi

4. Memperluas akses dan ketersediaan energi yang berkualitas dengan harga

terjangkau kepada seluruh masyarakat

5. Mengoptimalkan peningkatan nilai tambah penggunaan energi

6. Mendorong pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat

7. Mensinergikan pemangku kepentingan dalam pengelolaan energi

8. Menyediakan sarana prasarana energi yang didukung oleh beberapa sektor, dengan

mempertimbangkan sinergitas infrastruktur energi antar wilayah

Kabupaten/Kota/Provi nsi.

3.3 Tujuan Energi Daerah

Keandalan dan kemandirian energi Provinsi Gorontalo dapat dicapai dengan

mewujudkan tujuan sebagai berikut:

1. Tercapainya kemandirian pengelolaan energi bagi Provinsi Gorontalo;

2. Terjaminnya ketersediaan energi daerah, yang bersumber dari pengelolaan potensi

setempat dan berkelanjutan;

3. Tercapainya ketangguhan/kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan

kebutuhan energi di masa depan;

4. Tercapainya diversifikasi energi baru terbarukan;

5. Tercapainya sinergitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan energi;

6. Tercapainya kesadaran pengguna energi di berbagai sektor untuk melakukan

kegiatan konservasi energi;

7. Tercapainya pemanfaatan energi yang berkeadilan untuk menciptakan

kesejahteraan masyarakat;

8. Tercapainya sarana prasarana energi dengan dukungan lintas sektor.

60



3.4 Sasaran Energi Daerah

Sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan energi di Provinsi Gorontalo,

adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya pangsa energi baru terbarukan sebesar 15,4% persen pada tahun 2025

dan 37,9% persen pada tahun 2050

2. Tercapainya rasio elektrifikasi rumah tangga sebesar 100 persen pada tahun 2020

3. Tercapainya perluasan jaringan infrastruktur gas bagi pelaku usaha dan rumah

tangga.

4. Terpenuhinya penyediaan energi primer sebesar 715.2 ribu TOE pada tahun 2025

dan 1.535 ribu TOE tahun 2050 balk dari sumber setempat maupun dipasok dad luar

Provinsi Gorontalo;

5. Tercapainya konsumsi Iistrik per kapita sebesar 1.060 KWh per kapita pada tahun

2025 dan 2.536 KWh per kapita pada tahun 2050;

6. Tercapainya intensitas energi final sebesar 11,4 TOE/milyar rupiah tahun 2025 dan

4,9 TOE/milyar rupiah tahun 2050;

7. Tercapainya intensitas energi final per kapita sebesar 0,36 TOE/kapita tahun 2025

dan 0,65 TOE/kapita tahun 2050.
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BABIV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH

4.1 Kebijakan Energi Daerah

RUED Provinsi Gorontalo dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah

Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang memuat dua arah

kebijakan yaitu kebijakan utama dan kebijakan pendukung sebagai berikut:

Kebijakan utama, meliputi:

1) Ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah.

2) Prioritas pengembangan energi.

3) Pemanfaatan sumber daya energi daerah.

4) Cadangan energi daerah.

Kebijakan pendukung, meliputi:

1) Konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi.

2) Lingkungan hidup dan keselamatan.

3) Harga, subsidi, dan insentif energi.

4) Infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi.

5) Penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi.

6) Kelembagaan dan pendanaan.

KEN mengamanatkan prioritas pemanfaatan sumber daya energi daerah dalam

memenuhi kebutuhan energi daerah. Prioritas tersebut ditentukan berdasarkan beberapa

faktor, di antaranya ketersediaan jenis/sumber energi, keekonomian, kelestarian

lingkungan hidup, kecukupan untuk pembangunan yang berkelanjutan, dan kondisi

geografis sebagai negara kepulauan. Prioritas pemanfaatan sumber daya energi daerah

tersebut harus berujung pada tujuan utama KEN 2050 yaitu Kemandirian dan Ketahanan

Energi Nasional.
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Berdasarkan kondisi daerah Provinsi Gorontalo saat jnj serta isu dan permasalahan

energi di Provinsi Gorontalo saat ini, maka Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya

Mineral Provinsi Gorontalo beserta pihak terkait menetapkan arah kebijakan energi

Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

1. Ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah;

2. Konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi;

3. Kelembagaan dan pendanaan.

4.2 Strategi Energi Daerah

Berdasarkan arah kebijakan energi di Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan, maka

strategi energi daerah yang akan dilakukan untuk mendukung implementasi setiap

kebijakan utama tersebut adalah sebagai berikut:

A. Arah kebijakan: Penyediaan energi untuk kebutuhan daerah

Terdiri dari strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan eksplorasi potensi energi baru terbarukan. Strategi ini mencakup

program sebagai berikut:

• Peningkatan kualitas data potensi energi baru terbarukan.

• Penyediaan system informasi sebaran potens; energy baru dan terbarukan

provinsi Gorontalo yang dapay di akses masyarakat

2. Meningkatkan produksi energi dan sumber energi dalam negeri, dan salah satu

program yang perlu dilaksanakan yaitu :

• Peningkatan produksi BBN untuk pemanfaatan di sektor transportasi,
industri, dan pembangkit listrik

3. Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan

energy. Stategi ini mencakup program sebagai berikut :

• Pembangunan Infrastruktur ketenagalistrikan

• Peningkatan penyediaan energi untuk menunjang pengembangan industri

di Provinsi Gorontalo
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4. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan

untuk menggantikan BBM terutama untuk sektor transportasi, industri dan

pembangkit

• Konversi pemanfaatan B8M ke BBN untuk sektor transportasi, industri dan

pembangkit

• Peningkatan produksi dan pemanfaatan BBN

• Penyediaan lahan khusus untuk kebun energi

5. Pemanfaatan energi terbarukan dari jenis biomassa dan sampah diarahkan untuk

ketenagalistrikan dan transportasi

• Pembangunan PLT Bioenergi

• Pembangunan infrastruktur biogas

6. Memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan untuk menjamin ketersediaan

sumber energi air dan panas bumi

• Pemeliharaan dan pemulihan area tangkapan air di kawasan hutan

konservasi dan hutan lindung untuk menjamin ketersediaan sumber energi

air dan panas bumi

7. Dalam mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan energi daerah, jika

terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam penyediaan energi maka

didahulukan yang memiliki nilai ketahanan energy

• Pemanfaatan lahan untuk peyediaan energi didasarkan pada RTRW

B. Arah kebijakan: Prioritas Pengembangan Energi

Terdiri dari strategi sebagai berikut:

1. Pengutamaan penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses

terhadap energi listrik, gas rumah tangga dan energi untuk transportasi

• penempatan konversi ke gas untuk rumah tangga

• Peningkatan rasio elektrifikasi

• Pembangunan Infrastruktur energi

2. Pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat.

Strategi ini mencakup program sebagai berikut:

• Peningkatan Pemanfaatan EBT
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3. Pengembangan energi dan sumber daya energi dipriotaskan untuk memenuhi

kebutuhan energi daerah. Strategi ini terdiri dari program-program sebagai berikut:

• Peningkatan ketahanan energi daerah.

4. Pengembangan industri dengan kebutuhan energi yang tinggi dipriotaskan di

daerah yang kaya sumber daya energi. Strategi ini mencakup program sebagai

berikut:

• Mempriotaskan kawasan industri yang berkebutuhan energi tinggi berlokasi

dekat dengan sumber daya energi

C. Arah kebijakan: Pemanfaatan Sumber Daya Energi Daerah

1. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi air, energi panas bumi,

energi laut, dan energi angin diarahkan untuk ketenagalistrikan. Strategi in; terdiri

dari program-program sebagai berikut:

• Peningkatan peran EST dalam bauran energi

• Pembangunan pembangkit listrik tenaga air, minihidro dan mikrohidro

• Pembangunan pembangkit listrik tenaga angin

2. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi sinar matahari (surya)

diarahkan untuk ketenaga Iistrikan, dan energi non listrik untuk industri, rumah

tangga, dan transportasi. Strategi ini terdiri dari program-program sebagai berikut:

• Pengembangan kebijakan pemanfaatan sumber energi sinar matahari

untuk ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan

3. Pemanfaatan sumber energi gas untuk industri, ketenagalistrikan, rumah tangga,

dan transportasi, diutamakan untuk pemanfaatannya. Strategi ini mencakup

program sebagai berikut:

• Optimalisasi penggunaan gas untuk industri, ketenagalistrikan, rumah

tangga, dan transportasi yang memiliki nilai tambah paling tinggi

4. Peningkatan pemanfaatan sumber energi sinar matahari melalui penggunaan sel

surya pada transportasi, industri, gedung komersial dan rumah. Strategi ini

mencakup program sebagai ber;kut:

• Pemanfaatan energi sinar matahari untuk industri dan gedung komersial

• Pemanfaatan sel surya untuk bangunan rumah tangga

• Pemanfaatan sel surya untuk bangunan pemerintah
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D. Arah kebijakan: Cadangan Energi Daerah

1. Cadangan operasional yang wajib disediakan oleh badan usaha dan industri

energi untuk menjamin kontinuitas pasokan energi. Strategi ini terdiri dari program-

program sebagai berikut:

II Penetapan jenis dan volume dan cadangan operasional 88M

II Percepatan pembangunan insfraktruktur penyimpanan 88M

E. Arah kebijakan: Konservasi Energi, Sumber Daya Energi, Dan Diverifikasi

Energi

1. Konservasi energi dilakukan baik dari sisi hulu sampai hilir, meliputi pengelolaan

sumber daya energi dan seluruh tahapan eksploitasi, produksi, transpotasi, dan

distribusi. Strategi ini mencakup program sebagai berikut:

II Pelaksanaan kebijakan konservasi energi

2. Konservasi sumber daya energi dilaksanakan dengan pendekatan lintas sektor,

paling sedikit melalui penyesuaian dengan tata ruang. Strategi ini mencakup

program sebagai berikut:

II Penyedian energi mengutamakan sumber daya energi yang lebih lestari

3. Produsen dan konsumen energi wajib melakukan konservasi energi dan efisiensi

pengelolaan sumber daya energi untuk menjamin ketersediaan sumber daya

energi secara berkelanjutan. Strategi ini mencakup program sebagai berikut:

Ii Pengembangan konservasi dan efisiensi energi di sektor industri

4. Konservasi energi di sektror industri dilakukan dengan mempertimbangkan

efisiensi pemanfaatan energi. Strategi ini mencakup program sebagai berikut:

111 Penerapan sistem manajemen energi

5. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

menetapkan pedoman dan penerapan kebijakan konservasi dan efisiensi

penggunaan energi.

II Penerapan standarisasi dan labelisasi semua peralatan penguna energi

III Sosialisasi budaya hemat energi

II Percepatan penerapan dan/atau pengalihan ke sistem transportasi massai,

baik transportasi perkotaan maupun antar kota yang efisien
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III Percepatan penerapan jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP) untuk

mengurangi kemacetan yang ditimbulkan oleh kendaraan pribadi

6. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan wajib

melaksanakan diversifikasi energi untuk meningkatkan konservasi sumber daya

energi dan alam

ill Percepatan pelaksanaan substitusi 88M dengan gas di sektor rumah

tangga dan transportasi

F. Arah kebijakan: Lingkungan Hidup dan Keselamatan

1. Pengelolahan energi nasional diselaraskan dengan arah pembangunan nasional

berkelanjutann pelestarian sumber daya alam, konservasi sumber daya energi,

dan pengendalian pencermaran lingkungan hidup. Strategi ini terdiri dad program-

program sebagai berikut:

II Pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi

2. Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan Iingkungan.

Strategi ini terdiri dari program-program sebagai berikut:

III Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dampak Iingkungan hidup

1/ Pengurangan dan penggunaan kembali prokduksi limbah serta

mengekstrak unsur yang masih bisa dimanfaatkan

III Peningkatan koordinasi dan layanan perizinan dalam kawasan hutan

G. Arah kebijakan: Harga, Subsidi dan Insentif Energi

1. Pemerintah mengatur harga energi terbarukan. Strategi ini terdiri dari program-

program sebagai berikut:

II! Perhitungan harga energi yang rasional untuk penyediaan energi

terbarukan dari sumber setempat dalam rangka pengamanan pasokan

energi di wilayah terpencil/perbatasan NKRI.

2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan subsidi yang dilakukan

secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu yang diberikan

bilamana:
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a) Penerapan keekonomian berkeadilan tidak dapat diJaksanakan; dan/atau

b) Harga energi terbarukan lebih mahal daripada harga energi dari BBM yang tidak disu

II Pemberian Subsidi energi tepat sasaran

3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal

untuk mendorong program diversifikasi sumber energi dan pengembangan

energi terbarukan. Strategi ini terdiri dad program-program sebagai berikut:

R Pemberian insentif non fiskal EBT

H.Arah kebijakan: Infrastruktur dan akses untuk masyarakat dan industri energi

1. Pengembangan dan pengutatan infrastuktur energi serta akses untuk

masyarakat terhadap energi dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau

pemerintah daerah. Strategi ini terdiri dari program-program sebagai berikut:

II Pemberian akses untuk masyarakat dalam memperoleh informasi

mengenai energi secara transparan dan kemudahan dalam mendapatkan

energy

iii Pemberian kemudahan akses masyarakat memperoleh energi terhadap

pengembangan dan penguatan infrastruktur energy

2. Pemerintah mendorong dan memperkuat berkembangnya industri energi dalam

rangka mempercepat tercapainya sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan

energi, penguatan. Strategi ini terdiri dari program-program sebagai berikut:

II Peningkatan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri

III Peningkatan pengembangan industri, peralatan produksi dan pemanfaat

energi terbarukan dalam negeri

I. Arah kebijakan: penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi

1. Kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi

diarahkan untuk mendukung industri energi nasional. Strategi ini terdiri dar;

program-program sebagai berikut:

III Pendanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan

teknologi energi berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah serta
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badan usaha

2. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan penguatan bidang

penelitian, pengembangan, dan penerapan energi. Strategi ini terdiri dari

program-program sebagai berikut:

• Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan

teknologi serta keselamatan bidang energy

J. Arah kebijakan: Kelembagaan dan pendanaan

1. Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan

untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan

pemanfaatan energi. Strategi ini terdiri dari program-program sebagai berikut:

• Penyempurnaan sistem kelembagaan dan layanan birokrasi

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Peningkatan koordinasi antar

lembaga di bidang energi guna mempercepat pengambilan keputusan,

proses perizinan, dan pembangunan infrastruktur energi

P.I Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dibidang energi di

daerah dalam pengeiolaan energi

2. Penyusunan sasaran pertumbuhan penyedian energi dengan memperhatikan

sasaran pertumbuhan ekonomi. Strategi ini terdiri dari program-program

sebagai berikut:

II! Pengalokasian dana untuk pengembangan dan penguatan infrastruktur

energi yang memadai

3. Pemerintal1 dan/atau Pemerintah Daerah mendorong penguatan pendanaan

untuk menjamin ketersediaan energi, pemerataan infrastruktur energi,

pemerataan akses masyarakat terhadap energi, pengembangan industri

energi nasional, dan pencapaian sasaran penyediaan energi. Strategi ini terdiri

dar; program-program sebagai berikut:

ll'I Penyediaan alokasi anggaran khusus oleh Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah untuk mempercepat pemerataan akses listrik dan

energy

4. Pemerintah mendorong Badan Usaha dan perbankan untuk turut mendanai
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pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan energi. . Strategi ini terdiri dari

program-program sebagai berikut:

• Peningkatan peran swasta dan pendanaan perbankan nasional dalam

mendanai pembangunan infrastruktur dan pemanfaan energi

4.3 Kelembagaan Energi Daerah

Pengelolaan energi daerah, terutama dalam implementasi kebijakan, strategi, dan

program terkait energi daerah yang telah ditetapkan akan melibatkan instansi pemerintah

dan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,

diantaranya yaitu:

1. Perguruan Tinggi Negeri;

2. Perguruan Tinggi Swasta;

3. BAPPEDA;

4. Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah;

5. Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi;

6. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;

7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;

8. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi;

9. Dinas Pekerjaan Umum;

10.Badan Penanaman Modal dan PTSP;

11.Asosiasi/Swasta;

12. Kementerian ESDM;

13.Kementerian Dalam Negeri;

14.SKPD Terkait;

15. Lembaga Swadaya Masyarakat;

16.Tokoh Masyarakat;

17.PT PLN (Persero);

18. PT Pertamina (Persero);

19.Badan Usaha terkait;

20.GAPKI;

21. Perbankan.
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4.4 Instrumen Kebijakan Energi Daerah

Oi dalam melakukan kebijakan dan strategi energi daerah, instrumen kebijakan daerah

yang dapat mendukung implementasi kebijakan dan strategi energi daerah tersebut

diantaranya yaitu:

1. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi;

2. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;

3. RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik);

4. Renstra (Rencana Strategis) Daerah;

5. Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah

6. RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah).

Dengan sumber pendanaan berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Indonesia), mitra pembangunan, Swasta, PLN, DAK (Dana Alokasi Khusus),

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo), dan sektor

lainnya.
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BABV

PENUTUP

Berdasarkan berbagai proses penyusunan RUED Provinsi Gorontalo, ditemukan

beberapa hal dalam sektor energi yang patut menjadi perhatian bersama guna menyusun

sebuah perencanaan energi untuk Provinsi Gorontalo yang komprehensif dengan tetap

memperhatikan potensi dan kearifan loka!' Beragam permasalahan keenergian di

Provinsi Gorontalo harus dihadapi sehingga dengan perencanaan yang baik, isu-isu

tersebut seharusnya dapat diatasi mengingat Provinsi Gorontalo memiliki potensi energi

terbarukan yang memadai.

HasHanalisis pemodelan energi dengan skenario RUED menunjukkan bahwa konsumsi

energi final Provinsi Gorontalo diproyeksikan akan terus bertambah dari 381,1 ribu TOE

pada tahun 2015 menjadi 466,7 ribu TOE pada tahun 2025 dan 1.034,0 ribu TOE pada

tahun 2050, atau meningkat sekitar 4,3 % pertahun. Dengan sektor rumah 18ngga,

transportasi, dan industri yang merupakan tiga sektor dengan konsumsi energi final

tertinggi.

Pada tahun dasar bauran EBT masih sangat kecil yaitu kurang dari 1,0 %, dengan

mengadopsi skenario RUED bauran EBT meningkat menjadi masing-masing 15,4% dan

37,9% di tahun 2025 dan tahun 2050. Target 2025 masih di bawah target nasional dalam

RUEN yaitu 23%, namun pada tahun 2050 sudah berada diatas target RUEN yaitu 31%.

Sebagai perwujudan pengembangan energi yang memperhatikan keseimbangan

keekonomian, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan, maka

prioritas pengembangan energi Gorontalo mengadopsi prinsip pengelolaan energi

didalam RUEN yaitu: memaksimalkan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat

keekonomian, meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan

gas bumi dan energi baru, dan memanfaatkan potensi sumber daya batu bara sebagai

andalan pasokan energi daerah dengan mempertimbangkan dampak sosial dan

lingkungan. Dari berbagai prioritas di atas, dirumuskan lebih lanjut berbagai kebijakan

energi Provinsi Gorontalo yaitu: ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah, konservasi
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energi, konservasi sumberdaya energi, diversifikasi energi serta penguatan kelembagaan

pengelolaan energi daerah.
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MATRIKS PROGRAM

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI GORONTALO
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LA!v1PlRAN

PERATUHAN DAERAlfIPROVINSI GORONTALO

NOM:OR TAHUN20R8

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAEHAH (RUED) PROVINSI GORONTALO

MATRIKPROGRAM

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

Kebijakan Utama - 1: Ket"rsed;aan Enerfli untuk Kebutuhan Energi Daerah

Meningkatkan eksplorasi Peningkatan 1 r~elakukan validasi dan pengukuran surve; Seluruh ,APBN, APBD, Dinas ESDM-, -- RTR'~ 2019-2029
potemli energi baru d,m kualitas data seeara t"knik dalam rangka meningkatkan Kabupaten Kerjasarna BAPPEDA, RPJMD,
terbanJkan potensi Energi kualitas data patens; pallas bum;, b;oen"rgi, IKola di Swasta KESDM, BPPT, RUKID,

Baru dall surya, mikrohidro, dan angin dellgan Provinsi DLHK, PUF'R Rencana
Terbarukan mengacu pad a elata pot',nsi saat ini Gorontalo Strat,egis

nebesar:

Potensi Panas Bum; : 2<;0 MW

Potensi MinilMikro Hidrc: 117 MW

Patensi Sioener!li: 130 MW

PatensiSurya: 1.218 MW

Potensi Angin: -137 MW

2 Melakukan surv,,1 polen:;i di lok,ls; baru Seluruh APBN, APBD, Dinas ESDM-,-- RTRWP, 2019-2029
yang lerind;kasi dalam rangka Kabupaten Ke~asama BAPPEDA, RPJMD, RUt<D
meningkatkan kualitas potensi air, {Kota di SwaSla KESDM, BPPT,
hioenergi, surya panas bumi, dan angin Provinsi DLHK

Garontala

3 1-:----------- APBN, APBD, Dinas ESDM RTR'~ 2029-2050Melakukan survai patens; arus , gelomb-eng Seluruh
dan perbedaan 'lUhu lapisan laut, serta I::BT Kabupaten K_e~asarna RPJMD, RUI(D
lainya {Kola di Swasta

Provinsl
Garontalo

------ ------
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K',bijakan Utama - 1: Ket<lrsedia,m Energi untuk Kebutuhan Enel'gi Daerah

2 Penyediaan I'embuatan pro£lram aplikasi Sis;e;:;;- Provinsi APBN, APBD, Dinas ESDM RTR\~ 2019-2034
system informasi potensi energi baru dan Gorontalo K.e~asarna RPJMD,
informasi terbarukan e-RUED PrClvinsi Gorontalo Swasta RUKD,
siabaran RENSTRA
potensi energy

I(ontraktual pen:iSa'ii8:8r, Internet Servic~b.aru dan 2 Provinsi APBN, APBD, Dinas ESDM--- RTR'~ 2019-2034
terbarukan Providers (ISP), untuk p,amasangan Gorontalo Ke~asarna RPJMD,
Provinsi Aplikasi e-RUED Gorontalo Swasta RUKO,
Gorontalo yang RENSTRA
d,apat diakses
masyaraf:at 3 liiiDimaE:i Investasi pengemban[~ Provlnsi APBN, APBD, Dinas ESDM--- RTR'~ 2019-2050

pemanfaatan energi banJ dan terbarukan di Gorontalo Ke~asarna RPJMD,
Provinsi Gorontalo Swasta RUKD,

2 Meningkatkan produksi Peningkatan Memberikan fas:/tas dan insenif dalam Provinsi APBD -- KESDM, KLHK, RPJMD, 2019-2025
energi dan sumber energi produksi BBN bentuk fiskal maupun non fiskal dalam Gorontalo Dinas ESDM, Rencana
dalam negeri untuk nmgka mengakomodir pembangunan DLHK, DISTAN, Strat,egis

p.3manfaatan di industri biodiesel untuk pemenuhan PERINDAG
sektor hebutuh"n biodi'lsel di Gorontal,) dan
transport:lsi, daerah sekitarnya
industri, clan
pembangkit
listrik

2 Membangun industri Biodiesel dengan ------
KESDM,KL~Provinsi !\PBN, APBD, RTRWP, 2019-2050

target produksi sebesar 15 ribu I(L pada Gorontalo Ke~asama Dinas ESDM, RPJMD,
tahun 2025 sebagai campuran EIBM untlJk Swasta DLHK, DISTAN, Rencana
pemanfaatan sektor transportasi, industri PEI,INDAG Strategis
dan pembangkit listrik

Memberikan fasi/tas dan insenif dalam Provinsi APBD KESDM, KLHK, RPJMD, 2019-2025
hentuk fiskal maupun non fiskal dalam Gorontalo Dinas ESDM, Rencana
rangka mengakomodir pembangunan DLHK, DISTAN, Stratagis
industri bioethanol untuk. pemenuhan PEI<INDAG
I:ebutuhan bioetl1anol di Gorontalo

2 Membangun industri Bioethanol dengan Provinsi !\PBN, APBD, KESDM, KLHK, RTRWP, 2019-2050
target produksi s,ebesar 8 ribu KL pada Gorontalo Ke~asarna Dinas ESDM, RPJMD,
tahun 2025 sebagai campuran 8SM un\lJk Swasta DUiK, DISTAN, Rencana
pemanf&,atan sektor transportasi PERINDAG Strategis
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Kebijakan Utama - 1: Ketersediaan Energl untuk Kebutur,an Energi Daerah

3 Meningkatkan keanda.lan
sistem produksi,
transportasi dan distribusi
penyediaan energi

Pemban£ unan
Infrastruktur
ketenagalistrika
n

Memfasilitasi penyediaan iahan ~
kemudahan lainllya ben.lpa insentif baik
fisikal m.oupun non fisikCiI dalam rangka
mewujudkan pell1bangunan pemballgkil
listrik yang telah direneanakan dalam
leneana umum penyediaan tellaga Iistrii<
nasional dengan target:

Provinsi
Gorontalo

APBN, APBO,
i<erjasarna
Swasta

Dines ESDM,
PLN

RTR'~
RPJMD,
Rencana
Strat,ggis

I'L TS Isimu, GOl'Ontalo: 10 MW

I'LTU Sulbagutl :100 I\,IW

f'L TM Bone Bolango: 9,9 MW

i'L TU Sulbagut ,3 :100 r'"IW

2 Membangun Inflastruktur ketegalistrikan
tambahan melal'Ji pendanaan Ai"BN/APBD
maupun skema kerjasarna dengan Badan
Usaha diluar dari yang t"lah dip"ogramkan
dalam reneana L1mumpenyediaan tenaga
listrik dengan target penambahan:

I'LTU: ;>71MW

f'L TGU Gas: 700 MW

I'LTS: 112 MW

I'LTB: 40 MW

Biomassa (termasuk PLTSA) : 72 MW

I'L TM/MH : 70 MW

I'LTP:110MW

3 Menyusun Masterplan pembangunan
pembangkit berdasarkan kebutuhan yang
disesuaikan dengan ketersediaan jaring.9n
(On grid Mini grid, dan Off G"id)
berdasa,'kan wilayah

2018

2019

2020/2021

2020

2021

Provinsi APSN, APSO, KESDM,KI~ RTR'~ :2025-2050
Gorontelo i<e~asarna Dines ESDM, RUKD,

Swasta DLHK, PLN RUPTL,
RPJMO,
Rencana
S(ratBgis

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

Provinsi APSD -- Dines ESOM Doku;;;en- 2019-2024
Gorontalo Masterplan

4 Menurunkan penggunaan pembangkit
tenaga Iistrik tenaga diesel dengan target
tahun 2050

Provinsi
Gorontalo

A.PSD-- Dinas ESDM--- RPJMD,
Rellcana
S(rat'9gis
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Kabijakan Utama - 1: Ketl3rsediaan Ener9i untuk Kebutuhan Energi Daer"h

2019-2025

2019-2024

RPJMD,
Rencana
Strat'egis

Dokumen-
Roadmap

Dinas ESDI-\i1-,--
Dinas
Perindustrian

Dinas ESDM-, --
Dinas
Perindustlian

APBD, Kerja
sama Swasta

APBD --

Seluruh APBN, APBD, Dinas ESDM-, -- RPJ';;O:-- 2019-2025
Kabuparen Kerjasama Dinas Rencana
/Kota di Swasta Perhubungan Strat,sgis
Provinsi
Gorontalo

Provinsi "'PBD, Ke;:;a- Dinas ESDM-, -- RPJ';;O:-- 2019-2025
Gorontalo sama Swasta Dinas Rencana

Perindustrian Strategis

Provinsi
Gorontalo

Seluruh
Kabupal:en
/Kota di
Provinsi
Gorontalo

Seluruh
------ Dinas ESDM-, -- RPJr,;;O:-- 2019-2025,IIPBN, APBD,

Kabuparen K.erjasama Dinas Rencana
/Kota di Swasta Perhubung1ln Strat,egis
Provinsi
Gorontalo

Seluruh IIPBN, APBD, Dinas ESDM-, -- RPJMD, 2019-2025
Kabupal:en Kerjasarna Dinas Pertniaan, Rencana
/Kota d; Swasta Dinas LHK Strat,egis
Provinsi
Gorontalo

ldustli hulu hllir
ahan serta
Jibutuhkan

mgan Kementrian
pemanfaatan
sportasi (terminal,
jara, peralatan
ain)

eningkatan industri
ada wil,syah
3wasan Ekonomi
ldustri yang
nbangan serta
energi dalam
bangun'3n industri

ndustri hulu hilir
ahan serta
jibutuhkan

mgan Kementrian
l pemanfaatan
sportasi (terminal,
dara, peralatan
ain)

ldiperlll~
3cara bErrtahap
kebutuhan ballan
ai produksi seb'lsar
shun 2025

2 Peningkatan 1 Menyusun Masterplan p
p,enyediaan pengolahan non-migas p
energi untuk Kawasan Indust,i dan K,
menunjang Khusus term asuk jenis iI
p,engembangan memiliki prospek penger
industri di kebutuhan insfrastruktur
Provinsi rangka mendukung pem
Gorontalo tersebut

2 r~emfasililasi pendirian i
PLTS b€:rupa penyedia I
clukungan lainnya yang I

- --3 Melakukan koordinasi d'
terkait dalam mendoron!l
PLTS untuk fasilitas tran
ulasiun, pelabuhan, ban,
bongkar muat, dan lain-I

1 Konversi 1 Memfasililasi pendirian il
i jenis pemanfalltan PLTS bE,rupa penyedia I

88M keBBN dukungan lainnya yang I

untuk seHor
Iransportasi,
industri dan

Ian p,embangkit

1 -----------2 Peningkatan Melakukan koordinasi d'
p'oduksi dan terkait dalam mendoronf
pemanfaatan PLTS untuk fasilitas Iran
BBN slasiun, pelabuhan, ban

bongkar muat, dan lain-I

- 1------------3 Penyediaan 1 Menyediakan lahan yan.
18 han khusus ~;ebesar 1 Juta Hektar Sl
unluk kebun dalam rangka memenuhi
energi baku BBN yang mencap

23 ribu ~~Ibiofuel pada I,

Pemanfaatan sumber
energi lerbarukan dar
bahan bakar nabati
diarahkan untuk
mengqantikan BBM
terutama untuk sector
transportasi, industr; c
pembangkit

4
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Kebijakan Utama - 1: Ket'3rsediaan Energi untuk Kebutuhan Enet'gi Daer;3h

Seluruh APSN, APSD, Dinas ESDI-IA-- RPJ~;;O:-- 2019-2025
Kabupal:en Ke~asarna Rencana
Gorontalo Swasta strat'egis

Provinsi APSD Dinas ESDM--- Doku ;:;:;e;;-- ~
Gorontalo Masterplan

Provinsi APSD -- Dinas ESDM Peraturan ~
Gorontalo Daerah/Peratur

an Gubemur

Provinsi APSD Dinas ESDM--- RPJMD, 2019-2025
Gorontalo Rencana

Strat.egis

APSD -- ------ RPJr;;O:-- 2019-2050Provinsi Dinas ESDM
Gorontalo Rencana

Strategis

Seluruh APSD -- Dinas ESDM--- RPJMD, 2019-2050
Kabupal:en Rencana
(Kota di Strategis
Gorontalo

Provinsi APSD -- Dinas ESDM-, -- Dokumen ~
Gorontalo Dinas Petemakan Masterplan

Seluruh APSD -- Dinas ESDM-, -- RPJMD, 2020-2025
Kabupal:en Dinas Rencana
IKota di Perindustrian Strat'egis
Provins;
Gorontalo

jinasi terkalt program
rt dalam rangka
mbangunan pembangkit
npah di Provinsi Gorontalo
atan sampah yang dikeiola

3rplan pengembangan
atau wilayah untuk
bakar nektor rumah

ma pengelolaan TPS
engoptimaikan hasil bio9aS
sampah untuk !Japat
bagai sup!ai untuk PLT3a

nbangkit Iistrik t,enaga
sedikit satu uni':

3rplan pembangunan
k berballis sampah dengan

ngembangan pElmbangkit
dengan memanfaatkan
wit, jaglJng, dan kelapa di
elapa sawit, jagung dan
Jerluan energy listrik loka!

mbangunan wila~
Ii dan Kawasan Ekonomi
mbangunan insfrastruktur
truktur pendukung lainnya
nyediaan lahan maupun
upun non fiskallainnya
p yang t';lah disl1sun

1 Pemban£unan '""T"_._-----fvlembangun per
PLT Sioenergi biomassa paling

h
,aga

~ '-,._---asi MenyuslJn Mast,
pembangkit listri
target 10 MW

"3f-.----Menetapkan ske
dalam rE,ngka m
dari pen!Jolahan
dimanfaatkan se

4 Melakukan koon
pemerintah pus,
mempercepat po
Iistrik tenaga sa,
melalui pemanfa.
pemerinl:ah

- '--------5 Memfasilitasi pe
Iistrik biomassa
limbah kelapa sa
pabrikJindustry k
i,elapa untuk kel

"61------Menggalakkan b
biomassa non-p'

i- --2 Pemban£unan 1 MenyustJn Mast'
infrastruktur Iliogas per desa
biogas keperluan bahan

tangga

""""2 fy~emfasilitasi pe
Kawasan Indust
I(husus serta pe
energi dan infras
dalam bentuk pe
insentif fiska! ma
sesuai R.oadma

Pemanfaatan energi
terbanJkan dari jenis
biomassa dan sampa
diarahkan untuk keter
listrikan dan transport

5
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K'3bijakan Utama - 1: Ket'3rsediaan Energi untuk Kebutuhan Energi Daer'oh

Seluruh APBN,APBD Dinas ESDI-Itl-,-- RPJ';;o.-- 2019-2050
Kabupaten Din as KLH 1<, Rencana
{Kota di Dinas PU Strategis
Provinsi
Gorontalo

Seluruh APBN,Af~ Dinas ESOM, RPJMD. 2019-2050
Kabupaten Dinas KLHI<, Rencana
/Kota di Dinas PU Strat,egis
Provinsl
Gorontalo

Provinsi /lPBO -- Dinas ESOM-, -- Pera1:ura;;- 2ii19
Goronlalo Dinas KLHI<, Daerah/Peralur

Dinas PU an Gubernur

APSO
------ 2ii19Provinsi Dinas ESDM, Peraturan

Gorontalo Dinas KLHi<, Daarah/Peratur
Dinas PU an Gubemur

Provinsi APBD Dinas ESOM-, -- Doku~ 2ii19
Gorontalo Dinas KLHI< RTRW

emanfaatan lahan
san enurgi pada
ih dengan

atan lahan untuk
ktur energi

Jran daerah
ernurlerkait
kaan yang telah
s manfaal dari
tenaga air

n didaerah sum bel'

ilayah tangkapan
er air delam rangka
1a men!lurangi

slikan tllrjaminnya 1 Pemeliharaan 1 rvlelakukan konservasi IN
ukung lingkungan dan pemulihan air disekitar lokasi sumb
menjamin araa tangkapan manjaga pasokan air sal
ediaan sumbaI' air di kawasan pendangkalan
i air dan panas bumi hulan

k,)nsarva,i dan
hulan lindung I-- ~----------
untuk 2 Marahabilitasi lingkunga
manjamin energi panas bumi
ketersediaan
sumber energi
air dan panas
bumi

3 Menyempumakan perat'
dan/atall Peraturan Gub
Ilesaran pajak air permu
mempertimbangkan asa
I:eberadaan pembangkil

ImewujlJdkan 1 Pemanfaatan 1 Mengakomodir pemanfa
ediaan energi untuk lahan untuk pembangunan insfraslru
uhan anergi daarah, p,eyediaa1 kedalam RTRW daarah
~adi tumpang til1dih energi
nfaalan lahan dalam didasarkan
diaan enargi maka p.3da RTHW 2 MenyuslJll makanisma p
ulukan yang memiliki untuk m'mjamin penyedi
etahanan energi. lahan yang lumpang lind

I:ebuluhan lain

Mema
daya d
untuk
keters
energ

Dalarr
keters
kebut
jika te
pema
penye
didah
nilai k

6

7
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Kebijaf:an Ulama - 2: Priorilas Pengembangan Energi

Pengulamaan penyediaan p,enempatan lIlelakukan sensus terhadap setiap rumah Seluruh APBD -- Dinas ESDM--- Dok'~ 2019
energi bagi masyarakat konversi ke gas tangga dalam rangka menyediakan data Kabupal:en
yang belum memHiki akses untuk rUll1ah update terkait penggunaan mitan dan kayu !Kota di
terhadap energi listrik. gas langga bakar untuk memasak dalam rangka Provinsi
rumah tangga dan energi mendukung program pemerintal1 untuk Gorontalo
untuk transforlasi konversi milan ke gas dan bio el1ergi pada

seklor rumah tangga

2 melakukan sosialisasi terhadap dampak Provinsi APBD -- ------
RPJ~ 2019Dinas ESDM

positif p8nggunaan LPG dal; sisi harga, Gorontalo Rencana
efisiensi. dan efoktifitas Strategis

3 Melakukan sosialisasl manfaat penggunaan Seluruh A.PBD -- Dinas ESDM-, -- RPJMD, 2019-2021
kandang bersama untuk hewan ternak Kabupal:en Dinas Peternakan, Rencana
dalam rangka pemanfaatan kotoran ternak .lKota di Dinas PertEinian Stralegis
menjadi biogas yang dapat dijadikan Provinsi
sumber energi untuk rumah tangga Gorontalo

2~._- rnelakukan kegiatan pembangur~ Seluruh A.PBN,A~ Dinas ESDM--- RPJ~ 2018-2020Peningkatan
rasio insfratruktur yang terintegrasi dengan Kabupal:en Ke~asama Rencana
e~ektrifikasi program pemerintah dalam rangka .lKota di Swasta Strategis

menjamin penin!lkatan rasio elel<trifikasi Provinsi
mendekati 100 % pada tahun 2020 Gorontalo

- ~._----- A.PBD --- Dokumen hasil 20193 Pemban£unan Melakukan survey lerhadap kebutuhan Seluruh Dinas ESDM,
Infrastruklur insfrastruktur daiam rangka mendukung Kabupal:en Dinas sutvey
energi kegiatan perekonomian disektor IKota di Perindusllian,

transpostasi industri dan pertanian yang Provinsi Dinas Pert,lnian,
belum memiliki akses terhadap energi Gorontalo Dinas

Perhubung,m

2 Menyusun masterplan pembangunan Provinsi A.PBD -- Dinas ESDM-, -- Dokumen 2019
insfrastruktur berdasarkan survey yang Gorontalo Dinas Masterplan
telah dilakukan Perindustlian,

Dinas Pertanian,
Dinas
Perhubungan
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Kebijaf:an Utarna • 2: Prioritas Pengembangan Energi

Mengembangkan slstem tenaga Iistrik keeil Provinsi APBD, -- Dinas ESDM--- Dokumen 201g.2050
berbasis EBT untuk penyediaan listrik di Gorontalo ke~asama Roadmap
lViiayah.wilayah yang Udak terjangkau oleh swasta
perluasan jaringan (grid;

Memanf.3atkan &umber energi t,'naga ------ Dinas ESDI-IA-- Dok,:n::ne;;- 2019.20502 Seluruh APBD
panas bumi, air, bioenergi, surya, angin, Kabupaten
dan EBT lainnya sesuai dengan potensi IKota di
energi satempat Provins;

Gorontelo

3 rnembangun dan mengembangf:an-- Seluruh APBD -- Dinas ESDM--- Dokl~lil 2019.2050
pasokan dan pemanfaatan EBT untuk Kabupaten studi
masyara.kat desa yang belum memiliki IKota di
akses terhedap ,snergi Provinsi

Gorontalo

4
---------------

Seluruh APBD Dinas ESDM 2019Meningkatkan kualitas dan kuantitas sUtvei Peraturan
potens; 'mergi t€lnaga air dan m'3iakukan Kabupal:en Daerah/Peratu
pemeta,m rinei untuk pengembangan IKota di ran Gubernur
pemban9kit hidro skala keeil Provinsi

Gorontalo

5 Mewajibkan Pemarintah Daerah Seluruh APBN, APBD, Dines ESDM--- RPJMD, 2019.2050
rnembangun dan mengolola Pernbangkit Kabupaten Kerjasarna Reneana
Ustrik T'maga Bayu (PLTB) melalui Badan IKota di Swasta Strategis
Usaha I'vlilikDaerah (BUMD) Provinsi

Gorontalo

Meningkatkan pemanfaatan EBT--- Provins; APBD -- Dinas ESDM--- RPJMD, 2019.2029
Gorontalo Reneana

Strategis

Menyusun Masterplan pengembangan Seluruh )lPBD -- Dinas ESDM, RPJ~ 2019.2029
kawasan industri terrnasuk prioritas Kabupaten Dinas Reneana
pengembanganjenis industri yang (Kota di Perlndustrian Strategis
disesuaikan dengan potensi energi di Provlnsi
lVilayah oetempat Gorontalo

askan

an
3tan

tan
n
erah

ang
,han
ggi
dekat
umber
rgi

Imbangan ener,li 1 Peningkat
n mangJtamakan Pemanfa,
~rdaya '::nergi EBT
pat

,mbangan ener,li dan 1 Peningka
r daya '3nergi ketahana
askan untuk anargi da
nuhi kalJutuhan
i daerah

,mbangan industri 1 Mampriot
n kebutuhan energi k'3wasan
inggi dipriotaskan di industri y,
h yang kaya sumber berkebutl
~nergi energl tin

b.erlokasi
dengan s
d.3ya ene

3 Penge
sumba
dipriot
meme
energ

2 Peng,
denga
sumb,
satem

4 Pengo
denga
yang t
daera
daya
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Kebijakan Uiama - 3: Pemanfaatan :Sumber Daya Energi Daerah

Dinas ESDM--- RPJDM,
Rencana
Strategis

APBN, APBD,
Ke~asalTla
Swasta

Provinsi APBD Dinas ESDM-, -- Peraturan 2019-2024
Gorontalo Din as KLH 1<, Daerah/Peratu

Dinas PU ran Gubemur

Seluruh APBN, APBD, Dinas ESDM--- RPJ~ 2018-2050
Kabupaten Ke~asama Rencana
IKota di Swasta Strategis
Provinsi
Gorontalo

Seluruh APBN, APBD, Dinas ESDi-\iI-- RPJDM, 2018-2050
Kabupaten K.e~asama Rencana
iKota di Swasta Strategis
Provinsi
Gorontalo

------ ------

Seluruh
Kabupaten
.!Kota di
Provinsi
Gorontalo

sampai
yediaan
paling

erah terkait
ng telah
t dali
air

Iran survei
lingkatkan
ll/Mikro

sampai
'yediaan
" paling

Iran sur_el
,ingkatk.sn
gin den'Jan
t ini

1 Peningkatan 1 rneningkatkan p'3ran EBT :
i jenis p.gran EBT
as d.slarn bauran a. Menjadi paling sedikit 11,8%

energi dengan tahun 2025, dengan pen
n Impasitas pembangkit li,;trik EST
n sedikit 97 MW :

"I) PLTM & PLTMH 28 MW

2) PLT E1ioenergi 12 MW

:1)PLTS 32 MW

4) PLTB 5 MW

ti) PLTP 20 MW

b. Menjadi pailing sedikii: 33,1%
dengan tahun 2050, dengan per
I:apasitas pembangkit liWik EBl
sedikit 404 MW .

'i) PLTM & PLTMH 70 MW

2) PLT 13ioener(Ji72 MW

:1) PLTS 112 MW

4)PLTB40MW

ti) PLTF' 110 MW

f- 1---------1 1-._-----------
2 Pembanfunan fv1enyempumakan Peraturan Da

Pembanfkit besaran pajak a;r permukaan ya
Listrik Tenaga mempertimbangan asas manfae
Air, Minihidro keberadaan pembangkit tenaga
d.sn Mikrohidro

""21--
Melakukan validasi dan pengukl
secara teknis dalam rangka mer
f:ualitas data potensi-potensi Mil
Hidro: 1'17 MW

3 Pemban£unan 1 Melakukan validasi dan pengukl
Pemban£kit secara teknls dalam ran'lka mer
Listrik Tenege kualitas data potensi Tenega An
Angin rnengacu pad a data pO!l3nsi saa

sebesar 137 MW

Pemanfaatan sumber
energi terbarukan dar
energi air, energi pan
bumi, energi laut, dan
energi angin ciarahka
untuk ketenagalistrika
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Kebiiakan Utama - 3: Pemanfaatan Sumber Daya Energi DElerah

Seluruh APBN,APBD, -oiiias--- FtPJMD, 2019-2050
kabupaten ~:erjasama swata ESDM,Dinas Rencana
IKota di poternak2n dan Strategis
Provinsi pertanian
Gorontalo

seluruh APBN,APBD, Dinas ESDM, Biro Pc~raturan 2020--2050
kabupaten ~:erjasama swata Hukum dan daerah/peratur
IKota di Pemerintahan an gubernur
Provinsi Propinsi, Dinas
Gorontalo Perhubungan

Seluruh PPBN, APBD, Dinas ESDM RPJ~ 2018-2050
Kabupaten Ke~asama Rencana
IKota di Swasta Strategis
Provinsi
Gorontalo

Provinsi /lPBD -- Dinas ESDM DoklJmen Pre- 2018-2050
Gorontalo FS

Provinsi APBD -- Bappeda --- Per<lturan 2018-2020
Gorontalo Daerah/Peratu

ran Gubemur

Provinsi /lPBD Dinas ESDM DoklJmen hasil 2018-2020
Gorontalo studi

yakan setiap
ang sudah
potensi angin

us bidang enerui
ngembangkan
terbarukan

19as di aetiap dflsa
gan targ et peta

)emerinlaiidaei-ah
kar gas bagi
1i1ikiinfr,3struktur

omian pembangkit
ari ener!li
ukan PEmerintah
In patokan harga
enaga listrik dal"i

i tenag;3 angin
ah yang belum
potensi

"2" --Melakukan survei poten',
untuk daerah atau wilay
rnempunyai pengukuran

3" f--,-------Menyusun pre-studi kela
tahunnya untuk daerah y
mempunyai pengukuran

4 1--
Membentuk BUMD khus
yang b8ltugas untuk me
potensi <mergi baru dan

1 Pengembanga 1 Melakukan studi keekon
i jenis n kebijakan listrik yang bersumber d_

p'9manfaatan terbarukan sebagai mas
uk sumber energi Pusat dalam merumusk,
n smar matahari serta skema pernbelian t
I< untuk ketenaga energi terbarukan
, dan Iistrikan dan

non ketenaga
listrikan

2 membangun digester bit
atau wilayah seEiuai den
jalan

Optimalisasi ""11-----------
1 mewajibkan kendaraan I

;;tri, penggunaan menggunakan bahan ba
ah g-3Suntuk daerah yang sudah men
asi, industri, !las

ketenagalistrika
n, rumah
tangga, dan
transportBsi
yang merniliki
nilai tambah
paling tinggi

'-- -----------

Pemanfaatan sumber
energi gas untuk indu
ketenagalistrikan, rum
tangga, dan transport
diutamakan untuk
pemanfaatan yang

2 Pemanfaatan sumber
energi terbarukan dar
energi sinar rnatahari
(surya) diarahkan unt
ketenaga listrikan, da
energi non listrik untu
industri,rumar tangga
transportasi

3

84



Kebijakan Uiama - 3: Pemanfaatan :Sumber Daya Energi D"erah

2019-2024PI~raturan
daerah/peratur
an gubemur

------ ------- _._--

Dinas ESDM, Biro
Hukum dan

Pemerinlahan
Propinsi. Dinas
f'erhubungan

Provinsi
Gorontalo

Provinsi API~ Dinas ESDM, Biro P(~ratural1 2019-2024
Gorontalo Hukum dan daerah/peratur

Pemerintahan an gubemllr
Propinsi, Dinas
f'erhubungan

Provinsi ~~ Dinas ESDM P'9raturan 2019-2024
Gorontalo daefah/peratur

an gubernur

lemur
T1enntah
el surya
atap
eks
izin

)ernur
menntah
el surya
alap untuk
Jsal dan

lemur
T1erintah
el surya
alap
bangullan
um serta
a melalui

1 rnenyusun peraturan da'9rah/gul
dalam mendukung kebijakan pel
terkail kewajiban pemanfaatan s
minimum sebesar 25% dan luas
hangunan kompieks indusln dan
komersial, penerangan jalan urn
bangunan fasilitas umum lainny'
izin mendinkan bangunan (1MB)

1 rnenyusun peraluran daerah/gul
dalam mendukung kebijakan pel
terkait kewajiban pemanfaatan s
minimum sebesar 25% dan luas
bangunan numah mewah, kompl
perumahan. apartemen, melalui
rnendirikan banflunan (1MB)

1 menyusun peraluran daerah/gui
dalam mendukung kebijakan pe
terkait kewajiban pemanfaatan s
minimum sebesar 30% dan luas
seluruh bangunan pemerinlah pi
pemerintah daerah

Pemanfaatan
energi sinar
malahan untuk
induslri dan
gedung
komersial

pemanfaatan
sl91surya untuk
b.angunan
p'9merintah

2 p.emanfaatan
sel surya untuk
bangunan
rumah langga

4 Penin!lkalan pemanfaatan
sumber energi sinar
malahari mele.lui
penggunaan sel surya
pada transportasi, indusln,
gedung komersial dan
numah
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Kebijakan Utama - 4: Cadal1gan Energi Dal3rah

I-- -----------------
2 Menentukan alokasi cadangan operasional

BBM yang wajib dipenuhi oleh badan usaha

-C-a-d-a-n'-ga-'-l-0-po(,-r-a-s-io-n-a-I--T-~-po-e-n-et-a-p-a,-n--'"T rO-vle-m-b-u-c-,t-pe-n-e-t,-lp-a-n-je-n-iS-d-a-n-v-ol-um-e-

yang wajib disediakan oleh jenis dan cadangan operasional BBM daerah untuk
badan usaha dan industry volume dan I,eperluan minimal 30 han konsumsi
energy untuk menjamln cadangan
kontinuitas pasokan energi operasional

B8M

'2 percepat'-3n--~ r~emfasilitasi pembangunan infrastruktur
pembangunan penyimpanan BBM di b€Iberapa daerah
infrastruklur strategis
p'9:nyimpanan
B8M

""'PrCiViris i
GoronWlo

Provinsi
Gorontalo

Provinsi
Gorontalo

~3D

API3D

API~

Dinas ESDM

Dinas ESDM
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KonsE.rvasi energi Pelaksanaan Melakukan evallJasi terhadap penerapan Provinsi APBD Dinas ESDM, RPJMD,Renca 2018-2050
dilakukan baik dari sisi hulu kebijakan I~egiatan konservasi sesuai den!lan PP 70 Gorontalo BAPEDA Provinsi, na strategis
sampai hiliI', meliputi konservasi tahun 2009 tentang konnervasi onergi
pengelolahan sumber daya energi
energi dan se!urh tahapan -----------------

Dinas ESDM, PLNeksploilasi, produksi, 2 Melakukan pengaturan pemakaian ener.~i Provinsi ~3D peraturan 2019-2050
lranspolasi, dan distribusi yang ra~1ah lingi<ungan dan efisien pada Gorontalo daerah/peratur

I~awasan pengguna ene!"gi terintegrasi an gebernllr

2 Kons6l'vasi sumber daya Penyedian I''''elakukan konS~'i1ayah langkapan Seluruh APBN,APBD, Be,lai Kom;;vas;- rHRW, 2018-2050
energi dilaksanakan energi air disekilar lokasi smuber air d81am rangka kabupaten kerjaf;ama SumbaI' Daya RPJMD,Renca
dengan pendekatan Iintas mengulamakan rnenjaga pasokan air sel1a men!lurangi IKola IJi swasla Alam, BP DAS, na stralegis
sektor, paling sedlkil sumber daya pendangkalan Provinsi Balai Wilayah
melalui penyesuaian energi yang Gorontalo Sungai
dengan tata ruang IE,bihlestan

Pengembanga
-----------

Provinsi APBD -- ------
2019-~~0243 Produsen dan konsumen MenyuslJn peraturan Daerah terkall Biro Hukurn dan Peraturan

energi wajib melakukan n konservasi penerapan manajemen pengelolaan enmgi Gorontalo Pernerintahan Daerah/Peratu
konservasi energ; dan d.3n efisit,nsi \'ng berlandask~ eflsienBi dan knnservasi Propinsi, Dinas ran Gubernllr
efisiensi peng elolaan energi di seklor onergl pada induslri lahap energi dan Perindustnan
sum bel' daya '3nergl untuk i~dustri indus!n besar
menjamin ketersediaan

Provinsi IIPBD -- Dinas ESDM-, -- RPJ~ 2019-2025sumbor daya energy 2 Melakukan sosialisi terhadap pentingnya
secara berkelanjutan pengelolaan enE.rgi yan(1 efisien terhadap Gorontalo Dinas Rencana

I~eberlanjutan dan daya saing industn Perindustnan Strategis
prioritas dan IKM

4 KonsEfvasi energl di Penerapa-n-- Melaksanakan audit energi berkala yang Seluruh IIPBN, APBD, Dinas ESDM, RPJDM, 2018-2050
seklror industri dllakukan s,stem dimulai dari induslri lahap energi, industri Kabupar:en Ke~asama Dinas Rancana
dengan manajemen besar,se,ktor kornerslal clan industri kecil IKota di Swasta Perindustnan Strategis
mempertimbangkan energi menengah Provinsi
efisiensi pemanfaatan Gorntalo
energy.

5 Peme,intah dan/atau P~,n Menerapkan standar teri<ait ranGang Provinsi APBD -- Dinas ESDM-, -- Peraturan 2~
pemerinlah dilerah sesuai s\andarisasi bangun !.edung hemat E,nergi sesuai Goronlalo Dinas PU Daerah/Perntu
dengan kewenangannya d9n label sasi <lengan I<ebijakan pemBi'intah pada gedung ran Gubemllr
menetapkan pedoman dan semua pemerintah, gedung swasta dan gedung
penerapan kebijakan p'sralatan lainnya
konservasi dan efisiensi p,gnguna energi
penggunaan energy.

Melakuk~liisasi dan edukasi hem.3t APBD -- Dinas ESDM,PLN RPJ~ 2018-20252 Sosialisas-i-- Provinsi
budaya hemat energi melalui media elektronik dan mec/ia Gorontalo Rencana
energi 80sial urrtuk mellingkatkan kesadaran Stralegis

pelaku usaha dan masyarakat terhadap
hemal energy
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3 Percepatan Menyusun masterplan pengembangan Provins! APBD Dinas ESDM, DoklJmen 2019-;~025
penerapan angkutan bus cepat bebas hambatan (Bus Gorontalo Dinas Masterplan
dan/atau Hapid Tl'ansil/BRT) sampa! den!)an tahun Perhubungan
pengalihan :1050
k'3sistem
transportasi
massal, baik
transportasi
p,arkotaan
maupun antar

Memfasilltasi pembangunan insfrakstruktur 2030-2050k,)ta yan(l 2 Seluruh APBN, APBD, BAPEDA,Dinas RPJDM,
e'iisien pendukung bagi terciptanya pengembangan Kabupaten Kerjasama PU, Dinas Rencana

angkuten bus cepat bebas hambatan (Bus /Kota di Swasta Perhubungan Strategis
Rapid Transit/BHT) yann saling terintegl'asi Provinsi
(jan efisi en Gorontalo

3 MenyuslJl1 peraturan Daerah terkait Provinsi ,APBD Biro Hukurr~ Peraturan 2019-2024
kewajibEln peremajaan angkutan umum Gorontalo Pernerintahan, Daerah/Peratu
secara berkala bagi penyedia angkutan Dinas ran Gubemur
umum guna meningkatkan efisiEinsi Perhubungan
penggun aan energi

4 Memfasilitasi dalam ran[lka percepatan Seluruh ,APBN, APBD, Dinas----- RPJDM, 2018-2022
pemban;Junan kereta api trans sulawesi Kabupaten Kerjasarna Perhubungan, Rencana

'Kota di Swasta Dines PU Strategis
Provinsi
Gorontalo

5 MenduklJng dan ;:;:;e;:;:;f8(;i1itasi --- Provinsi ,APBD Dina-s----- RPJ~ 2030-2050
pemban;Junan sistem transports.si cerd8.s Gorontalo Perhubungan Rencana
(Intelligent Transport Sy:stem/ITS) dan Strategis
sistem pengendali lalu lintas (Ar,aa Traffic
Control System/ATCS) Elerta pembatas8.n
angkutan baranll masuk kota di kota-kola
besar di Provinsi Gorontalo

6 Menerapkan manajemell parkir kendaraan Provinsi APBD Oina-s----- RPJ~ 2025-2050
termasui< zona park!r dengan talif linggi Gorontalo Perhubungan Rencana
khusus kota Gorontalo Strategis
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4 Percepat:,n Memfasilitasi peenerapan kebijakan ERi" Provinsl I'PBD Oinas RPJMO, 2030-2050
p;~merapan pada jalan-jalan utama ,:otaiperl(Qtaan Gorontalo Perhubungan Rencana
ja.lan berbayar Strategis
(Electronic
Road
Pricing/Ei~P)
untuk
mengurangi
kl~macetan
y3ng
dltimbulkan
oleh kenclaraan
p"ibadi

--------- ------ ---------------
I'PBO -- ------

RPJ~6 Pemel'intah dan/atau Percepat:3I1 Ivlengkaji kebijakan pen!lgunaan gas un:uk Provinsi Dinas ESDM, 2018-2050
Pemelintah Oaerah stlsuai p'Blaksanaan sektor tr3nsportasi Gorontalo Oinas Rencana
dengan kewenangan wajib subst~usi BSM Perhubungan Strategis
melaksanakan diversifikasi dMgan gas di
energi untuk n1sningk ,tkan s'3ktor rurnah 2 r~eningkatkan S'lcara bE>rtahapjUri1ii:ih Provinsi I'PSO -- Dinas ESDM-,-- RPJ~ 2019-2050
konservasi sumber daya t"ngga dan I:endara.,n yang rnenggunakan mesin BSG Gorontalo Dinas Rencana
energi dan al"m transporti3si (dedicat"d engine) Perhubungan Strategis

--------------- ------ Oina-s-----3 Mengalokasikan anggaran intensifikasi Provinsi I'PSD,APBN RPJMD,Rer,ca 2025
peggunaan SSG dalam APSD Gorontalo ESDM,Dinas na strategis

Perhubungan

4 Mengad:3kan dipester biogas dengan tal"get Seluruh I'PSD,APBN ,kef) Dinas ESDM--- RPJMD,Renca 2018-2025
n.708 rumah tangga paela tahun 2025 Kabupa!:en asama swasta na strategis

'Kota di
Provinsl
Gorontalo
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Peng~lolahan energi Pengendalian Melaksanakan audit energi berkala yan~1 Seluruh IIPBN,APBD, Dinas ESDM, RPJMD,Renca 2018-2050
nasi anal diselaraskan emisi gas dimulai dari industri lahap energi, industri Kabupaten kerjasama Dinas na slrategis
dengan arah rllmah kaca besar, sl,ktor komersial dan indllstri kedl IKota di swasta Perinduslrian
pembangunan nasional (GRK) dari menengah Provinsi
berkelanjutann pelesl,~rian s,~klor energi Gorontalo
sumber daya alam,
konservasi sumber daya 2 Melakukan identifikasi dan pelaporan Provinsi -p;pj3D Dinas RPJMD,Renca 2018-2050
energi, dan pengendalian terhadap selurul1 kegialan yang terkait Gorontalo ESI)M,Dinas na strategis
pencermaran Iingkun~lan dengan 'lsaha unluk menurunkan dampak KLHK,Dinas PU
hidup dari gas rumah f:aca melalui meKanismEl

yang talah ditetapkan secara berkala
dengan tetap melakukan koordinasi dengan
I:egiatan pemerintah

2 PenYE'diaan energi dan Pencegahan,pe Mengintegrasikan kebijakan lingkungan Provimi APSD Dinas RPJMO,Renca 2018-2050
pemanfaatan energi yang nanggulangan menCaklJp perencanaan pemanraatan, Gorontalo ESDM,Dinas na strategis
berkawasan lingkungan dan pemlJlihan pengendalian, p'~mulihan pengawasan dan KLHK,Bappeda

d,mpak penegakan hukum
litlgkunga,n
h'dup

2 Pengurar;ga;;- 2 Mendorong peningkatan penggu-;;aan Seluruh APBD Dinas RPJMO,Renca 2018-2050
dan teknologi energi yang ramah lin~lkungan kabupalen i:SOM,Dinas na strategis
p'3nggunaan ilerdasa"kan prinsip 3R(reuse,rEduce, and !Kola ,ji KLHi<
k,~mbali recycle) Proving;
p'okduksi Goronlalo
limbah serta
mengekstrak
ul1sur yang
masih bisa
dimanfaatkan

3 Peningka~ Memfasilitasi proses layanan penerbitan ------
RPJMD,Renca 2018-2050Provinsi APBD BPKH, BPN, Dinas

k,)ordinasi dan izin pemafaatan lahan (pinjam pakai,kerja Goronlalo ESDIIi1 na strategis
layanan sarna, p"manfaalan jasa lingkungan, atnu
p'3rizinan pelepasan kawasan hutan) unluk
d91am kawasan penguasahan tenaga air, panas bumi,
hutan rnigas dan batubara temlasuk sarana dan

prasarana dan instalasi pembangkil,
transmisi dan di!ltribusi listrik selta leknologi
onergi baru dan terbarul:an
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Pemel1ntah mengatur Perhilungan Membangun unit pembangkit PLTS/hyb1id, Seluruh APBN,APBD, Dinas ESOM, PLN RPJMD, 2019-2050
harga energi terbaruko3n h.erga enllrgi PLT Bio'mergi. PLT Bayu di daerah Kabupaten Ke~asarna Reneana

y'eng rasional lerpeneil, pulau tertuar dari perbo3tasan /Kola di Swasta Strategis
untuk NKRI. Provinsi
p.,myediaan Gorontalo
energi
te,rbarukan dari 2 MenyusIJn peraturan lerl<ait den9an skema Provinsi /lPBO --- Dinas ESDM, PLN Peraturan 2019-2024
sumber f:e~asama dan harga dalam har!~a dalarn Gorontalo Daerah/Peratu
slltempat rangka meningk.atkan pe,luang investasi ran Gubemur
dalam rangka ,mergi 1€lrbarukan dari sumber setempat
p'sngamanan I:husus cli daerah terpeneil.
p.asokan energi
di wilayah
terpencil/perbat
a,an NKF<I

2 --peme,intah da-n-- Pemberia-n-- Menyusun kebijakan terl<ail pemberian Provinsi APBD Dinas PM dan- Peraturan 2019-2024
Pemelintah Oaerah Subsidi energi subsidi onergi bagi masyarakat 'lang tidak Gorontalo ESDM Oaerah/Peratu
menyodiakan subsidi yang tepat sasaran mampu :,etta m.mgembilngkan .,kema baru ran Gubemur
dilakukan secara tepat pemberian subsidi ener\li kepada
sasaran untuk golongo3n rnasyarakat yan!~ memungkinka10 melalui
masyarakal tidak mampu pendans.an APBO
yang diberikan bllamana:

a) Penerapan
keekonomian berl<eadilan
tidak clapat dilaksanakan;
dan/alau

b) Harga energi terbalukan
lebih rnahal daripada i1arga
energi dari BBM yang Iidak
disub,;idi

3 Pemerintah da-n-- Pemberian Menerapkan kebijakan i:~insatu pintu serla Provinsi APSO -- Dinas PM clan Peraturan 2019-2024
Pemerintah Daerah insanlifMn penyaderhanaan perizinan dalarn rangk,a Gorontalo ESDM Oaerah/Peratu
memberikan insentif fiskal fi.,kal EST rneningkatkan investasi sektor energi ran Gubemur
dan n<)nfiskal untuk
mendllrong program
diversifikasi sumber energi
dan p<mgembangan energi
terbanJkan
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Penge:mbangan dan Pemberi,m Memperluas in/amasi kebijakan dan Provinsi APi3D Dinas KomlnFo, RPJMD, 2018-2020
pengulalan infrasluktur akses un1:uk pemban'lunan bidang energi berbasis Gorontalo Dinas ESDM rencana
energi serta akses untuk masyarakat leknologi in/ormasi dan media sQsial slrategis
masyarakal terhadap d,alam
energi dilaksanakan oleh memperoleh
pemefintah d"n/alau in/ormasi
pemerintah daerah mengenai

energi secara
Member,kan ke,adaran peman/aalan ~~transparan dan 2 Provinsi Dinas E:3DM FiPJMD, 2018-2050

k,"mudahan energi yang produktif dan e/isien kepada Goronlalo rancana
dalam rnasyarakat strategis
mendapalkan
energi Member,tuk brigade energi untuK Gorontalo APim- Dinas ESDM RPJMD, 2019-2050

member,kan penyuluhan energi kepada rancana
masyarakat di b'"rbagai daerah strategis

2 Pemberia.-n-- Memfasililasi pembangunan infr,3SiiiJkiijr Seluruh APBN,APBD,kerj Dinas ESDM, PLN RPJMD, 2018-2027
k'"mudahan jaringan ketena5;ialistrikan yang dibangun Kabupaten a sama swasta r,sncana
ai<ses oleh badan usaha penyodia /Kola Iji strategis
rnasyaraKat kelenag;3listrikan dalam rangka Provinsi
rnempercleh mempercepat p!!mbangunan jaringan Gorontalo
energi lerhadap tersebut
p.engembangan
d.an penguatan
infrastruktur

Membangun jalingan Iisl:lik melc~ Seluruh APBN ,APBD ,kerj Dinas ESDM- RPJMD,el18rgi 2 2018-2050
pendanaan APBD atau skema lainnya bag; Kabupaten a sama swasla rencana
daerah }'ang belum memiliki akses /Kota di strategis
terhadar' listlik yang handal Provinsi

Gorontalo

3 Membangun in/rastuklur pendukung- Seluruh APBN,APBD,kerj Dinas ESDM, Fl'PJM'[l. 2018-2050
8BM/BBG unluk sektro IJansportasi serla Kabupaten a sarna swasta Dinas rancana
jaringan gas kat;, unluk ''Umah tangga d,an /Kota ,ji Perhubungan strategis
komersial Provinsi

Gorontalo

4 Membangun jalingan lis':lik melalui Seluruh APBN,APBD,kerj Dinas ESDM RPJMD, 2018-2050
pendanaan APBD alau skema lainnya bagi Kabupal:en a sarna swasla f's;ncana
daerah }'ang belum memiliki akses /Kola (ji stralegis
terhadap lisllik yang handal Provin5i

Goronlalo
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2 Pemerintah mendorong Peningkatan Memfasilitasi (s~.ema public, private Provinsi APBD Dinas ESDM, FiPJMD, 2018-2050
dan memperkuat kl~mampuan partnership) pembangunan industri Gorontalo Dinas r'9ncana
berkembangnya indu~tri industri "nergi manufsktur penunjang industri energi dan perindustrian strategis
energi dalam ,'angka d3n jasa energi jesa energi dalam negeri
mempercepat tercapainya d31amnegeri
S8samn penYl3diaan energi
dan pBmanfaiitan energi, 2 Peningka;;:;n- Melakukan idenlifikasi p.,ngembangunan Provin5i ~~ Dinas ESDM, FiPJMD, ~
penguatan p.3ngembangan industri peralatan penunjang dan Gorontalo din as perin,justrian r'9ncana

industri, pemanlE,atan energi terbarukan strategis
peralatan berdasa,'kan ketersediaan baha" baku clan
p'oduksi dan besaran demand
p3manfaat ---------------energi 2 I'~elakukan sosialisasi terhadap manlaat Provinsi ~~ Dinas ESDM, PLN FtPJMD, 2018-2050
tE,rbarukan penggunaan peralatan listrik untuk Gorontalo r,ancana
d.3lam negeri keperluan rumah tangga dalam hal tingkat strategis

efisiensi dan kellandalan yang lebih linggi

Kegiatan penelitian, Pendana;,n Memprioritasikan anggaran pemerintah Provillsi API3D Bappeda, Dinas RPJMD,Renca 2018-2050
pengembangan, dan kegiatan rJaerah untuk penelitian dan Gorontalo ESDlvI na Strategls
penerapan teknologi energi p.~nelitiar' , pengembangan di bidang energ'
diarahkan untlJk pengembangan
mendukung industri el1ergi dan penerapan
nasional lEiknologi

e"ergi berasal
d3ri pemerintah
dsn pemerintah
dgerah serta
badan usaha

~intah dan/atau Peningka;;:;n- Meningkatkan jun:iiaii"dan kualitas tenaga Provinsi ~~ Bappeda, Dinas RPJMD,Renca 2018-2050
pemerintah daerah k',mampuan teknlk di bidang energi melalui kerjasama Gorontalo ESDiV1 na Strategis
melakukan penguatan sumber daya dengan kement"rian terkait dan badan
bidann penelitian, manusia dalam usaha melalui p'lningka1an kualitas dan
pengembangan, dan p'9nguas('lan kuantitas pelatihan dan pendidikan bagi
penerapan energi tElknologi serta aparatur terkait

k'3selamatan
bdang energy
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Pem elintah dan atau Penyempurnaa Mendukung keb jakan p.,nyederhanaan Provinsi .APBD Bappeda, Dinas RPJMD, 2018-2050
Pemelintah Daerah n sistem perizinan serta rnelal<ukan sosialisasi Gorontalo PM,ESDM, PTSP Rencana
melakukan penguatan kelemba~laan terhadap kebijakan ters"but Strategis
kelembagaan untuk dan layanan --------------- ------ ------memastikan tercapainya b,rokrasi 2 Membangun sistem layanan perizinan satu Provinsi .APBD Bappeda, Dinas RPJ~ ;~019
tujuan dan sasaran Pemerintah pintu yang menjadi tanggung jawab Gorontalo ESIJM PTSP Rencana
penyediaan energi dan dan pemerin,:ah dae,ah Strategis
pemanfaatan energi Pemerintah

Daerah dan 3 Memperkuat kapasitas kelemba'~aan di Provinsi .APBD Bappeda, Dinas RPJ~ 2018-2050
Peningkatan tingkat provinsi!Imbupat',n!kota yang akan Gorontalo ESIJM Rencana
koordinasi bertangflung jawab terhadap pe-encanaan, Strategis
antar lembaga pengembangan, dan pengeloiaen energi
dl bidang
energi guna 4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik Provinsi .APBD -- Bappeda, [~ RPJMD, 2018-2050
mempercepat pemerintah Daei'ah yann mendukung Gorontalo ESIJM BTSP Rencana
p'ongambilan percepatan pennrbitan!penyederhanaan Strategis
k"putusan, izin dan pembangunan infrastrulctur ene,'gi
ptoses rli daerai1
p'8rizinan, dan

------- -------pembangunan -----------------
Provinsi 2018-20505 Memperkuat kapasitas (Irganisasi di tingkat "PBD Bappeda, Dinas RPJMD,

infrastruktur rrovinsi, kabupaten!kota yang akan Gorontalo ESIJM Rencana
energi bertanggung jawab terhadap perencanaan, Strategis

pengembangan, dan pengelolaan energi

---------------- ------ --------
2018-20506 r~emfasilitasi kel'ja satuan kerja yang Provinsi "PBD Bappeda, E,iro RPJMD,

hertuga" memantau dan Gorontalo Pernerintahan Rencana
mengkoordinasikan pen'yelesaian masalah Strategis
hirokrasi dan!at"u tum pang tindih
I:ewenangan di daerah

---------
Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, Provinsi .APBD -- Bappeda, [~ RPJ~ 2018-20502 Peningkatan

kl~mamplJan dan penyuluhan bidang energi Gorontalo ESIJM Rencana
sumber daya Strategis
manusia
dlbidang energi
di daerah
dalam
p'ongelol"an
energi

Penyu~;asaran -1 --pengalokas;an- Mendorong peningkatan anggaran Provinsi .APBD -- ------
RPJ~ 251il-20502 Bappeda, Dinas

pertumbuhan penyedian dana untuk Pemerintah Daerah untuk pembangunan Gorontalo ESDM Rencana
energi dengan p.gngembangan infrastru'\tur ketenagalistrikan terutama Strategis
memperhatikEln sasaran dan penguatan bersumber dari loBT
pertumbul1an ekonomi infrastruktur

energi yang
memadai

------,--- --------- ----------------- ------- ------
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3 Pemelintah dan/atau Penyediaan r'iJengan~.garkan pembangunan infrastruktur Provinsi /IPSO Sappeda, Dinas RPJMO, 2018-2050
Pemel'intah Oaerah alokasi EST secara berkelanjutHn untuk desa-d%a Gorontalo ESf)M Rencana
mendorong penguatall anggaran yang tidak akan terlistriki dalamjangka Strategis
pendanaan untuk khusus oish panjang
menjamin ketmsediaan Pemerintah
energi, pemerataan dsn/atau 2 Mengan9garkan perluasall jarin!~ /IPSO

------
2018-2050Provinsi Bappeda, Dinas RPJMD,

infraslruktur energi, Pemerint'3h infrastruktur energi untuk peningkatan rasio GOl"Ontalo ESf)M, PLN Rencana
pemerataan akses Oaerah untuk elektrifikasi dan konversi minyak tallah ke Strategis
masyarakat terhadap mempercepat LPG
energi, pengembangan p'amerataan

------industri energl nasional, akses Iistrik Menyediakan su~ergi yan-g--- Provinsi APSO -- Sappeda, Dinas Peraturan 2018-2050
dan pllncapaian sasaran dan energi lJersumber dari APSO sllsuai ketentuan Gorontalo ESf)M Oaerah/Peratu
penyediaan ellergi perundangan yang berlaku ran Gubemur

4 Pemerintah mendorong ------ r~; kesempata;ib(lfusaha dan peran /IPSO -- Sappeda, [~ 2018-2050Peningkatan Provinsi Perclturan
Sadan Usaha dan p.aran swasta yang lebill luas kepada swasta untuk Gorontalo PM dan ESDM Daerah/Peratu
perbankan uniuk turut dan pendanaan berinvestasi dalam infra';!ruktur dan ran Gubemllr
mendanai pembangunan p,arbankan pemanf8atan energi
infraslruk!ur dan nasional dalam
pemanfaa!an energi mendanai

p'embangunan
irfrastruktur
d.an pemanfaan
energi

--------- ------ ---------------- ------ ------
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